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TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 
Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGl DAN SUMBER DAYA MINERAL 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 1 
Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Anggaran , 

Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi i 

dan Sumber Daya Mineral, perlu menyusun Pedoman Pengelolaan : 
4 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 

b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 
1 
1 

988 K/80/MEM12003 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi 
dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
peraturan perundang-undangangan di b~dang pengelolaan keuangan 
negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Pedoman Pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Peraturan 

I 
I Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3693); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentarlg Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomdr 5, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4355); - 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4400); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 25); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan 
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI 
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3694); 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari 
Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3871); 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2003 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4313); 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor I, Tambahan 
Lembaran Negara Rl Nomor 4353); 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah (Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara R1 Nomor 4406); 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraILembaga 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4407); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502); 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503); 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah dic~bah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 441 8); 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 
2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 85 Tahun 2005 tanggat 6 Oktober 2006; 

16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan ~erhbangunan Untuk 
Kepentingan Umum; - 

17. Keputusan Presiden Nomor 187lM Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 
2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 311P Tdhun 2007 tanggal 7 Mei 2007; 

18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 
Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang ~rganisasi dan Tata Kerja 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 



19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 
2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 
Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

21. 13eraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.0612006 tanggal 19 
Oktober 2006 tentang Modul Penerimaan Negara; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2006 tanggal 28 
Desember 2006 tentang Tata Cara Revisi DlPA Tahun 2007; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERAT-URAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI 
DAN SUMBER DAYA MINERAL. 

Pasal 1 

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di 
L~r~gktlr~gan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 
st?t~aga~rnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terp~sahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(1) I 'e~~yclolaan keuangan negara di lingkungan Departemen Energ~ 
dan Sirniber Daya Mineral dilaksanakan berdasarkan Pedoman 
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di 
L~ngkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 

(2) Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 
tnelakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Peraturan Menteri ini. 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral Nomor 988 KIMEM12003 tanggal 1 Agustus 
2003 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Neya~a dl Ltngkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dari 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 056 Tahun 
2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi 
dan Sumber Daya Mineral dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tugas 
pokok dan fungSi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberlakukan pada saat 
ditetapkannya perubahan atas ketentuan mengenai tugas pokok dan 
fungsl pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

. Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Energi dan sumber Daya Mineral. 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Oktober 2007 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 
, \ 
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LAMI-'IHAN PERA I U IMN MEN'T-EKI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

NOMOR 019 TAHUN 2007 

TANGGAL : 24 Oktober 2007 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A Latar Belakang 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) di lingkungan 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang selama ini berpedoman pada 
Keputusan Menter~ Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 988 K/80/MEM/2003 
tentang Pedornan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dl 
Llngkungan Ueparterrlen Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesual 
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
keuangan negara Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tcrltang Kc>tl,l~\gat\ Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahar aan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang 
Perner~ksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya, maka dipandang 
perlu untuk i-nenlnjau kembali Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dl 
L~ngkungan Uepartemen Energl dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tersebut 
dl atas 

Dalatn Perlyelolaan APBN selain memperhatikan ketentuan diatas juga 
memperhatlknn Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaall Pengadaan BarangIJasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah tc:~akh~r dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. 

Berdasarkan hal-ha1 tersebut dl atas, maka Peraturan Menteri ini disusun dalam 
rangka slnkron~sas~ dari beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 
APBN di Iltigkirngan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga 
~~lcr i jad l  st~lr l  kc :s~ i t~~a~ i  pc?l~gaturan (o~nnibus r,egulatioti) yang n~erupakan pedoman 
pokok bag1 penyelola APBN yang meliputi penyusunan, pengorganisasian, 
pelaksanaan serta pelaporanlpengawasan APBN. 

Tujuan dltetapkan Pedoman Ini adalah sebagai acuan bagi Pengelolaan APBN di 
lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pengelolaan 
dana pada Badan Usaha Milik Negara di sektor energi dan sumber daya mineral 
dan D~nas dt daerah 

6. Pengertian Urnum 

1. Departe1-r)c.n adalah Departemen yang lingkup tugasnya dibidang Energi dan 
Surnber I laya Mineral. 

2. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

3. Sekretar~s Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen. 

4,  lnspektur Jenderal adalah lnspektur Jenderal Departemen. 

5. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, lnspektur Jenderal, Para Direktur 
Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Departemen. 

6. APBN Departemen adalah seluruh dana yang menjadi tanggung jawab Menteri 
termasuk yang dialokasikan pada BUMN, pemerintah daerah dan untukldari 
instansi lain 



7. Pet iggir~~,~ A~lggaran adalah Menteri selaku pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran Departemen. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
Departemen yang diberi kuasa oleh Menteri untuk melakukan pengelolaan 
anggaran belanja sati~an kerja departemen. 

9. Penanggung jawab KiAerja adalah kepala satuan kerja yang bertanggung jawab 
atas pencapaian kinerja berupa barang danlatau jasa dari kegiatan yang 
dilakukan satuan kerja yang bersangkutan. 

10.Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut P2K adalah pejabat yang 
diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barangljasa. 

11. Pejabat Pener,bit Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut P2SPM adalah 
pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dan diberi kewenangan untuk 
melakukan pengujian tagihan dan menandatangani/menerbitkan surat perintah 
membayar yang bersumber dari DIPAIdokumen lain yang dipersamakan. 

12. Bendahara Penerima adalah pegawai yang diangkat oleh Pengguna Anggaran 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN pada kantorlsatuan kerja Departemen. 

13.Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang diangkat oleh Pengguna 
Anggaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN pada kantorlsatuan kerja Departemen. 

14.Satuan Kerja, selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit 
organisas pada kementerianllembaga yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program yang diberi wewenang atas penerimaan dan 
pengeluaran anggaran, pengelolaan barang serta mempunyai kode satuan kerja. 

15.Kepala Satuan Kerja adalah sebagai kuasa pengguna anggaran bertanggung 
jawab atas pencapaian kinerja berupa barang danlatau jasa dari kegiatan yang 
dilaksanakan satker yang bersangkutan. 

16. Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disebut SPPD adalah surat tugas 
kepada pc!j;lbat Ncgara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap unti~k 
melaksanakan perjalanan dinas. 

17.Pemegang Uang Muka adalah pembantu bendahara pengeluaran dan 
bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 

18.Pembuat Daftar Gaji adalah petugas yang ditunjuk oleh KPA untuk membuat 
dan menatausahakan daftar gaji Satker yang bersangkutan. 

19. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri serta disahkan Menteri 
Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran negara dan pencatran dana atas beban APBN serta 
dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

20. Revisi DlPA adalah perubahadpergeseran Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimuat dalam DlPA sebagai akibat perubahan rincian anggaran 
rnenitrirt alokasi atiggaran satuan kerja. 

21. Pinjaman Lcrar Negeri adalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, 
barang atau jasa, yang diterima dari BadanILembagalNegara Asing, Pemerintah 
Negara Asing, BadanILembaga Keuangan Internasional, atau pasar keuangan 
internasional yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang disepakati, 
termasuk penjaminan pembayaran yang dapat menimbulkan kewajiban 
pembayaran dikemudian hari. 



22. Hibah Luar Negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari luar negeri 
baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam 
bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dapat 
dinilai dengan uang tidak perlu dibayar kembali. 

23. Uang Persediaannambahan Uang Persediaan selanjutnya disebut UPrrUP 
adalah ilarig muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam 
bentuk SP2D yang belum membebani Mata Anggaran Kegiatan. 

24. Dokumen pembayaran adalah bukti tagihanlpembayaran yang sah mem buktikan 
bahwa orang atau badan yang bersangkutan berhak memperoleh pembayaran 
dari Negara. 

25.Penerimaan Negara Bukan Pajak, selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh 
penerimaati Pernerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

26.PNBP yang bersifat umum adalah PNBP yang bukan berasal dari pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi Departemen. 

27.PNBP yang bersifat fungsional adalah PNBP yang berasal dari pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi Departemen. 

28,Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Gubernur 
sebaga~ w i i k ~ l  Pernc.rilitah Pusat danlatau perangkat pusat di daerah. 

29. Sistern Akur~tanst Instansi, selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur 
manual r~iaupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan 
operasi keuangan. 

30.Arsip Data Komputer, selanjutnya disebut ADK adalah arsip data berupa disket 
atau penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar 
danlatau data lainnya. 

31.Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah 
organisasillembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada 
GubernurlBupatil Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

32.Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang 
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplusldefisit dan 
pembiaynan, sisa lebihlkurang pembiayaan anggaran yang masing-masing 
dibandingkall dengan anggarannya dalam satu periode. 

33. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah 
yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

34. Catatan Atas Laporan Keuangan, selanjutnya disebut CALK adalah laporan 
yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis 
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, 
dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

35. Revisi Surat Rincian Alokasi Anggaran, selanjutnya disebut Revisi SRAA adalah 
revisi karena adanya perubahan rincian keluaran ataupun alokasi dalam SRAA 
sebagai akibat dari penyesuaian data terbaru di lapangan. 

36. Revisi Petunjuk Operasional Kerja, selanjutnya disebut Revisi POK adalah revisi 
atas Rincian Petunjuk Operasional pada Rencana Kerja dan Anggaran 
LembagalKementerian. 

37. Revisi Rellcana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) 
tanpa revisi DlPA (revisi DlPA putih) adalah Revisi karena 
perubahanlpergeseran jenislpagulvolume pada satu jenis belanja baik dalam 
satu sub kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam satu kegiatan. 

38. Revisi DIPA/DIPA kuning adalah revisi sebagai akibat dari 
pergeseran/perubahan antar jenis belanja baik dalam satu sub kegiatan maupun 



antar sub kegiatan pada satu atau lebih jenis kegiatan sebagai bagian dalam 
satu atau beberapa program. 

39. Revisi Pencairan dana blokir (dana bertanda bintangl*) adalah revisi yang terjadi 
sebagai akibat dari adaya kekuarangan data pendukung atas alokasi belanja 
ataupun rincian belanja pada saat pembasan terakhir dengan Direktorat 
Jenderal Anggaran maupun dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 



BAB II 

PENYUSUNANAPBN 

A. Anggaran Pendapatan (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 

Setlap t ~ t ~ i i  est:lol~ I1 wajib rnelaksanakan penyusunan target PNBP dalam 
lingkungannya untuk disampaikan kepada unit eselon I yang bersangkutan paling 
lambat setiap tanggal 15 Juni tahun berjalan dan unit eselon I wajib menyusun target 
PNBP di lingkungannya untuk disampaikan kepada Menteri ESDM c.q. Sekretaris 
Jenderal paling lambat setiap tanggal 1 Juli tahun berjalan. 

Target PNBP dimaksud wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli kepada 
Menteri Keuanyan u.p. Direktur Jenderal Anggaran. 

Usulan revisi target .PNBP paling lambat 1 minggu setelah tanggal 15 Juli sudah 
diusulkan oleh unit eselon I1 untuk ditindaklanjuti oleh unit eselon I yang paling lambat 
akhir bulan ju l~  dlteruskan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal yang akan 
d~sampaikan paltllg tarnbat tanggal 5 Agustus kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Anggaran 

Rentuk penyan~l)ai;~n target PNBP adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum pada 
Larllpiran 1 

Target PNBP di~ir:tksud dicantumkan dalam RKAKL formulir 1.4. masing-masing Satker 

B. Anggaran Belanja 

1. Perumusan Standar Biaya 
Dalam rangka pengelolaan APBN harus berdasarkan standar biaya yang terdiri dari 
Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). SBU merupakan 
standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas kementerian sedangkan SBK 
merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus 
dilaksanakan oleh kementerian tertentu. 

a. Tata Cara Perumusan SBU 

Perumusan SBU disiapkan oleh Menteri Keuangan. 

b. Tata Cara t-'erumusan SBK 

Dalam ra~rgka penyusunan anggaran belanja tahun berikutnya, setiap bulan 
Januari tahun berjalan. Satker yang membutuhkan standar biaya yang bersifat 
khusus harus menyampaikan usulan biaya dimaksud kepada Sekretaris Unit 
Utama u.p. Kepala Bagian yang membidangi keuangan. Dan selanjutnya melalui 
pimpinan Unit Utama menyampaikan usulan dimaksud kepada Menteri u.p. 
Sekretaris Jenderal. 

Biro Keuangan rnengkoordinasikan penyiapan Keputusan Menteri tentang SBK 
dan paling lambat akhir bulan Maret, Sekretaris Jenderal menyiapkan Keputusan 
Menteri tentang SBK di lingkungan Departemen. 

2.  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Pada setiap awal bulan April Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionall 
Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan menyampaikan Surat Edaran 
Bersama (SEB) tentang pagu indikatif. 

Dalam rangka menindaklanjuti SEB dimaksud Sekretaris Jenderal c.q. Biro 
Perencanaan dan Kerjasama bersama Biro Keuangan mengkoordinasikan 
penyusunan Rencana Kerja KementerianlLembaga (Renja-KL) untuk disampaikan 
kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
NasionallKepala Bappenas sebagai dasar penetapan pagu sementara departemen. 



Bentuk koordinasi Henja-KL dapat berupa : 

a. Penyalnparal~ pertnintaan rencana kerja tiap unit eselon I (dirinci per satker unit 
eselon 11). 

b. Pembahasan rencana kerja dimaksud bersama instansi terkait untuk 
menselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

c. Berdasarkan azas penganggaran berbasis kinerja maka hasil pembahasan 
rencana kerja dimaksud berupa konsep yang berisi indikator hasil keluaran 
kuantitas maupun kualitas yang berupa draft rencana kerja departemen. 

d. Draft rencana kerja departemen beserta rinciannya dimaksud disampaikan 
kepada Meneg PPNIKepala Bappenas dan Menteri Keuangan serta untuk 
kepentingan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran departemen disampaikan 
kepada B~ro  Keuangan. 

Berdasarkan penyampaian Renja-KL dimaksud maka, pada minggu pertama bulan 
Juni Menteri Keuangan menyampaikan edaran tentang pagu sementara 
KementerianILernbaga. 

Pada minggu kedua sampai ketiga bulan Juni Menteri c.q. Sekretaris Jenderal c.q. 
Biro Keuangan bersama Biro Perencanaan dan Kerjasama mengkoordinasikan 
penyiapan rnncangan RKA-KL berdasarkan pagu sementara tersebut ke dalam 
masing-masing Satker. 

Rancangan RKA-KL dimaksud oleh Menteri dikonsultasikan dengan Komisi VII 
DPR-RI selaku mitra kerja Departemen untuk bahan masukan penyusunan APBN. 

Pada setiap bulan September Komisi VII selaku mitra kerja Departemen membahas 
bersama untuk menetapkan alokasi anggaran tahun yang akan datang. 

Setiap akhir bulan Oktober disahkan UU APBN tahun yang akan datang dan setiap 
akhir bulan Nopernber pemerintah menetapkan Peraturan Presiden tentang rincian 
APBN. 

Bentuk RKA-KL adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 

Koordinasi penyiapan rancangan RKA-KL berupa : 

a. Berdasarkan draft rencana kerja departemen, Sekretaris Jenderal 
menyampaikan pagu anggaran sementara kepada masing-masing unit eselon I 
lintirk dikootcl~nastkan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit eselon I 
sanlpai dcllyati tinykat Satker unit eselon II di lingkungannya. 

b. Pembahasan rencana kerja dan anggaran kinerja maka hasil pembahasan 
rencana kerja dan anggaran dimaksud berupa konsep perhitungan alokasi 
anggaran yang didasarkan atas jumlah keluaran atau hasil yang direncanakan. 

c. RKA-KL sebagaimana poin a dan b harus diketahui oleh Sekretariat Jenderal. 

Rencana kerja dan anggaran departemen beserta rinciannya disampaikan 
kepada . 

- Meter1 Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKepala Bappenas untuk 
ditelaal) kcscs~raran antara RKA-KL dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
serta kcpada Olro Perericanaan dan Kerjasama untuk ditelaah kesesuaian 
antara RKA-KL dengan Rencana Kerja Departemen (Renja-Dep). 

- Menterl Keuangan serta untuk ditelaah kesesuaian antara RKA-KL dengan SE 
Menter~ Keilangan tentang pagir sementara, Prakiraan maju yang telah 
disetuju~ tahun anggaran sebelumnya serta standar biaya yang telah 
ditetapkan 

3. Penempatan pagu anggaran per Satker 

Anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan unit Satker sesuai tugas pokok dan 
fungsi Satker bersangkutan. 



* Distribusi alokasi anggaran harus sesuai dengan standar akuntansi pernerintahan 
sehingga angyaran yang tertuang dalam DlPA dapat dipertanggungjawabkan dalam 
laporan keuangan sesuai sistem akuntansi pemerintah yang berlaku. 

4 Penempatan pagii anggaran per jenis belanja : 

a. Belanja I'cgawar , ?  

b. Belanja Barang 
c. Belanja Modal 
d. Belanja Subsidi 
e. ~ e l a h j a  Bantuan Sosial 
f. Belanja Hibah 
g. Belanja Lain-lain 

Ad. a. Belanja Pegawai 51 

1) Belanja Pegawai Mengikat 

a) Gaji dan Tunjangan 

b) Honorarium 

c) Uang Lernbur 

d) Vakasi 

e) Belanja Pegawai Luar Negeri 

2) Belanja Pegawai Tidak Mengikat 

a) Dalam rangka kegiatan yang sifatnya temporer 

b) Uang makan PNS (Rp 10.000,- /Hr,max 22 hrlbln) 

Ad. b. Belanja 13ararig 52 

1) Belanja Barang Tidak Terikat 

a) Belanja Barang Operasional Lainnya 

b) Belanja Jasa (konsultan,sewa, jasa lainnya) 

c) Uelanja Pemeliharaan (untuk mempertahankarl asset tetaplasset 
lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal) 

d) Belanja Perjalanan lainnya 

2) Belanja Barang Terikat 

a) Belanja Barang (operasionalltupoksi) 

b) Belanja Jasa (listrik,gas,telepon,air) 

c) Belanja Perneliharaan (gedung, peralatan) 

d) l3elanja Perjalanan dinas (biasaltetap) 

Ad. c. Belanja Modal 53 

1) Belanja Modal dalam rangka pembentukan Modal 

a) I'engeluaran untuk Perolehan Aset tetap 

b) Pengeluaran setelah perolehan aset mengakibatkan bertambahnya : 
- Masa Manfaat; 

- Kapasitas 

- Kualitas & Volume 



2) Pengeluaran untuk aset yang tidak ditujukan untuk dijualldiserahkan 
kepada masyarakat 

3) Biaya pendukung dalam perolehan aset 
4) Pengeluaran untuk perolehanlpenamhahan aset tetap aset lainnya yang 

besarnya melebihi nilai satuan kapitalisasi (ses~rai KMK Nomor : 
OIIKMK.l2/2QO1) 

5) Perigeluaran untuk penggantian lnventaris Kantor 
6) Pengeluaran untuk belanja perjalanan & jasa yang terkait dengan 

perolehan aset tetaplaset lainnya (konsultan pengawasan, konsultan 
perencana dll) 

5. Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

a. Penelaahan Internal Departemen 

Dalam rangka menelaah RWKL,  unit keuangan mengkoordinasikan secara 
berjenjang dari mulai Unit Eselon II. Di tingkat Pusat, Sekretariat Jenderal cq 
Biro Keuangan mengkoordinasikan penelaahan atas semua RKA-KL Satker. 
Koordinns~ t lirnnkstrd adalah pembahasan bersarna unit perencana dalam 
ranyka pcrlycsuarali dengan kebijakan-kebijakan kinerja program yang tertuang 
dalam pedoman kerja dan dengan kinerja anggaran pada tahun berjalan. 

b. Penelaahan dengan Departemen Keuangan 

Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan menyampaikan RKA-KL Departemen 
hasil penelaahan internal ke Departemen Keuagan. Dalam ha1 Departemen 
Keuangan melakukan pembahasan penelaahan kebijakan-kebijakan APBN, 
maka Bifo Keuangan mengkoordinasikan bersama Biro Perencanaan dan 
Kerjasama 

C.  Pengadaa~ Pinjaman Luar Negeri danlatau Penerimaan Hibah Luar Negeri 

1. Menteri mengajukan usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan pinjaman 
danlatau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan Pembangunan 
NasionallKepala Bappenas. 

2. Usulari kegral:~r~ Icrr~iasuk kegiatan pernbiayaanriya akan terus dihibahkan kepada 
Pemerintah Daerah atau sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN. 

3. BUMN merigajukan usulan kegiatan investasi, untuk mendapatkan penerusan 
pinjaman luar negeri dari pemerintah, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan 
NasionalIKepala Bappenas dengan persetujuan menteri yang bertanggung jawab 
dibidang pembinaan BUMN. 

4. Usulan kegiatan sekurang-kurangnya dilampiri : 

a. Kerangka Acuan kerja. 

b. Dokurnen stcrdi kelayakan kegiatan. 

5 13erdasarkan korrl~trnerl Pernberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN) danlatau Pember~ 
Hibah Luar Negeri (PHLN) dari calon PPLNIPHLN, Kementerian BUMN 
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman 
danlatau h ibal~ lc~ar negeri crntuk memenuhi kriteria kesiapan kegiatan. 

6. Dalam ha1 pengadaan barangljasa yang dibiayai dengan pinjaman komersial yang 
tidak dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor, maka pengadaan tersebut 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. penyedia barang harus mengajukan bank komersial terkemuka bertaraf 
internasional sebagai calon PPLN. 

b. pengadaari barang dilakukan ses~rai dengan peraturan perundangan 



7 Untuk pinjarnar~ program, Menteri dapat mengajukan usulan pinjaman luar negerl 
kepada calon PPLN selain yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas PHLN 
(DRPPHLN). 

8. Perundingan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) 1 atau Naskah 
Pinjaman Lcrar Neger~ (NPHLN) dengan calon PPLNIPHLN dilaksanakan oleh 
Menteri Keuangan' atau ppjabat yang diberi kuasa dengan melibatkan unsur-unsur 
Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Departemen Luar Negeri dan lnstansi terkait dengan didampingi oleh ahli hukum 
mencakupaspekkeuangan dan hukum. 

9. Hasil perundingan dilaporkan pada Menteri Keuangan untuk mendapatkan 
persetujuan dan dituangkan dalam NPPLN atau NPHLN. 

10. NPPLNINPHLN ditandatangani oleh Menteri Keungan atau pejabat yang diberi 
kuasa oleh Menteri Keuangan dan sekurang-kurangnya memuat : 

a. Jumlah 

b. Peruntukan 

c. Persyaratan pinjaman danlatau hibah. 

11 Salinan NPPI-NINPHL-N disampaikan oleh Departemen Keuangan kepada Badan 
13clneriksa KOII;II\(J~II (1011 IIIS~;IIIS~ terkait. 

12. NPPLNINPHLNlPerjanjian lnternasional dibidang keuangan lainnya yang dibuat 
oleh Menteri Keuangan berlaku sejak ditandatangani, kecuali ditentukan lain dalam 
naskahldokumen yang bersangkutan. 



BAB Ill 

ORGANlSASl PENGELOLA APBN 

Lingkup Peraturan Menteri ini mencakup pengaturan organisasi pengelola APBN di 
lingkungan Departemen. terrnasu! Satker di lingkungan Departemen yang ditangani oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi dan'kadan Usaha Milik Negara dan Sumber Daya Mineral. 

A. Kewenangan 

Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk selaku KPAlKuasa 
Pengguna Barang Departemen. 

Menteri selaku Pengguna AnggaranIPengguna Barang Departemen, mempunyai 
kewenangan : 

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Departemen; 

b. menunjuk Kuasa Pengguna AnggaranIPengguna Barang Departemen; 

c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara 
Departemen; 

d ,  menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang 
Departemen; 

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 
Departemen; 

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah 
pembayaran Departemen; 

g. menggunakari barang milik negara Departemen; 
h. menetapkar) pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara 

Departernen, 

I .  rnengawasi pelaksanaan anggaran Departemen; 

j.  menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Departemen; 

€3. Kcdudukaii dari Susunan Organisasi Pengelola APBN Departemen 

1. Pengelola APBN Departemen dipimpin oleh Menteri, meliputi : 

a. Pengelola Anggaran Pendapatan Departemen, terdiri dari : 

I )  Penanggung Jawab Penerimaan NegaraIKuasa Pemungut Penerimaan 
Negara; 

2) Perencana PNBP; 

3) Penagih PNBP; dan 

4) Benda tiara Penerimaan 

b. Pengelola Anggaran Belanja Departemen terdiri dari : 

1) KPAIKuasa Pengguna Barang; 

2) P2K; 

3) P2SPM; 

4) Bendahara Pengeluaran 

5) Pembuat Daftar Gaji; 

6) PanitiaJUnit LayananIPejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 
7) Panitia PengujiIPenerima Barang dan Jasa. 



2. Perencana PNBP, Penagih PNBP dan Bendahara Penerimaan berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada penanggung jawab penerimaan negaralKuasa 
Pemungut Penerimaan Negara. 

3. P2K, P2SPM, Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji, PanitialUnit 
Layanan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia PengujilPenerima Barang 
dan Jasa berada di bawat'l dan bertanggung jawab kepada pengguna anggaranl 
pengguna barang melalui KPAIKuasa Pengguna Barang. 

4. Pejabat eselon II di lingkungan Satker berkedudukan sebagai penanggung jawab 
kinerja atas hasil pelaksanaan kegiatan pada satuan organisasinya. 

5. Penanggung Jawab Penerimaan NegaralKuasa Pemungut Penerimaan Negara, 
mempunyai tugas : 

a. melakukan perencanaan, penagihan dan pemungutan untukdisetorkan ke Kas 
Negara, serta pencatatan PNBP pada Satker di lingkungan unit utama yang 
mengelola jenis-jenis PNBP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

b. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan PNBP kepada Menteri c.q. 
Sekretaris Jenderal. 

Penanggung Jawab Penerimaan NegaraIKuasa Pemungut Penerimaan Negara 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 

6. KPNKuasa Pengguna Barang (KPAJKPB) adalah pejabat yang diberi kuasa oleh 
menteri untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja pada satuan kerja 
Departemen. 

KPNKPB mempunyai tugas : 

a, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; 

b. Menerbitkan keputusan tentang pembentukan atau pengangkatanl 
pemberhentian panitialunit layananlpejabat pengadaan barang dan jasa, 
Panitia Peng~~jilPenerimaan Barang dan Jasa, timlkepanitiaanlkegiatan lainnya 
sebagaimana yang tercantum dalam DIPA; 

c. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan APBN di 
bawah wewenangnya kepada Menteri selaku pengguna anggaran dari 
pengguna barang; 

d. Menentlrkan kegiatan yang bersifat strategis dalaln rangka efektifitas dan 
pengendalian kegiatan; dan 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas KPAIKPB berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri. 

7 .  Perencana PNBP mempunyai tugas merumuskan rencanaltarget penerimaan 
PNBP sesuai kewenangannya dalam rangka APBN, dan melaporkan kepada 
Penanggung Jawab Penerimaan NegaraIKuasa Pemungut Penerimaan Negara. 

8 Penagih PNBP mempunyai tugas melakukan penagihan PNBP sesuai 
kewenangannya dan melaporkan realisasi PNBP kepada Penanggung Jawab 
Penerimaan NegaralKuasa Pemungut Penerimaan Negara. 

9 Oendahara Pcncrimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan PNBP Departemen ke Kantor 
Kas Negara, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab 
Penerimaan NegaraJKuasa Pemungut Penerimaan Negara. 

'I 0. P2K mempunyai tugas melaksanakan program kerja sebagaimana tercantum 
dalam DIPA, pengadaan barang dan jasa, menerbitkan surat permintaan 
pembayaran (SPP), dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, serta 
melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan atas hasil kerja pada setiap hasil 



kegiatan dan menyimpanlmemelihara dokumen pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa. 

P2K bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas 
pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya. 

P2K melapork;t~i hasil pelaksanaan kegiatannya kepada KPAIKPB. 

Pembentukarl P2K dlatufls(ebagai berikut : 

a. Untuk satuan kerja setingkat eselon I paling banyak dapat diangkat 3 (tiga) P2K 
terdiri dari: 

1) P ~ K  Fisik; 

2) P2K Non Fisik; danlatau 

b. Dalam ha1 jumlah P2K untuk Satker setingkat eselon I yang diperlukan kurang 
dari 3 (tiga), maka nomenklatur P2K dapat digabung yang meliputi fisik, non 
fisik, danlatau penunjang sesuai kebutuhan. 

c. Klasifikasi kegiatan fisik adalah kegiatan belanja modal, belanja barang 
pemeliharaan, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain atau berdasarkan 
sifatlsatu kc>satilan pekerjaan fisik, sesuai kebutuhan operasional, 

d. Klasifikasi kegiatan non fisik adalah kegiatan belanja barang jasa konsultan 
atau berdasarkan sifatjsatu kesatuan pekerjaan non fisik, sesuai kebutuhan 
operasional. 

e. Klasifikasi kegiatan penunjang adalah kegiatan belanja pegawai dan belanja 
barang, atau berdasarkan sifatlsatu kesatuan pekerjaan penunjang sesuai 
kebutuhan operasional. Belanja barang sebagaimana dimaksud tidak termasuk 
jasa konsultan dan pemeliharaan. 

f. KPAIKPB menetapkan rincian pembagian kegiatan pekerjaan fisik, non fisik 
dan penunjang, yang dilaksanakan oleh P2K yang bersangkutan. 

g. Untuk Satker setingkat eselon II sebagai Unit PNBP, paling banyak dapat 
diangkat 2 (dua) P2K. 

h. Untuk Satker setingkat eselon II yang bukan Unit PNBP, masing-masing 
diangkat I (satu) P2K. 

i. Untuk Satker setirigkat eselon Ill dan Dinas Provinsi yang menangani bidang 
energi dan sumber daya mineral, masing-masing dapat dibentuk 1 (satu) P2K, 
sepanjang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

11. P2SPM berada disetiap Satker dan mempunyai tugas : 

a. Memeriksa kelengkapan berkas surat permintaan pembayaran (SPP); 

b. Mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan mernbuatl 
menandatangani tanda terima SPP; 

c. Memeriksa ketersediaan pagu dalam DlPA untuk memperoleh keyakinan 
bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; 

d. memeriksa kesesuaian rencana kerja danlatau kelayakan hasil kerja yang 
dicapai dengan indikator keluaran; 

e, memeriksa kebenaran hak tagih; 

f, memeriksa pencapaian tujuan danlatau sasaran kegiatan sesuai dengan 
indikator keluaran yang tercantum dalam DlPA danlatau spesifikasi teknis yang 
sudah ditetapkan dalam kontrak; 

g, menerbitkan surat perintah membayar (SPM); 

h. melaporkan realisasi pelaksanaan anggacan kepada KPAIKPB sesuai contoh 
format sebagaimana Lampiran 3); dan 



i. Menyimpanlmengarsipkan seluruh bukti asli pembayaran dalam pelampiran 
SPP dan menatausahakan SPM serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

12. Bendahara Pengeluaran berada disetiap Satker dan mempunyai tugas menerima, 
menyimpan, mem bayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperl'uan helanja negara dalam pelaksanaan APBN Departemen, 
serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada KPAJKPB. 

13. Pembuat Daftar Gaji berada disetiap Satker dan mempunyai tugas membuat daftar 
gaji dan tunjangan pegawai, mengajukan anggaran, membayarkan, dan 
menyetirkan pajak pegawai, serta melaporkan tugasnya kepada KPA/KPB. 

14. PanitiaIUnit LayananlPejabat Pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas : 

a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 

b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); 

c. Menyiapkan dokumen pengadaan; 

d. Mengumurnkan pengadaan barang dan jasa di surat kabar nasional, provinsi 
danlatau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan 
diumumkan di website pengadaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-cr ndangan; 

e. Menilai kualifikasi penyediaan melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi; 

f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 

g. Mengusulkan calon pemenang; 

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PZK, 
Penanggung Jawab Kinerja danlatau KPAIKPB; 

i. Menandatangani Pakta lntegritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa dimulai. 

Pembentukan PanitiaIUr~it Layanan/Pejabat Pengadaan barang dan jasa sesuai 
kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Panitia PengujiIPenerima Barang dan jasa mempunyai tugas membantu KPAlKPB 
untuk melal<ul(an penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik 
secara sebajian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang dan 
jasa untuk ~nemperbaiki danlatau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana 
yang disyaratkan dalam kontrak. 

Pembentukan Panitia PengujiIPenerima Barang dan jasa sesuai kebutuhan, 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

16,Susunan Organisasi Pengelola Anggaran Belanja Departemen wajib diikuti oleh 
BUMN ESDM kecuali untuk jabatan pembuat daftar gaji adalah sebagai tercantum 
dalam Lampiran 4 

C. Pelaksana Kegiatan 

Dalam rangka memperlancar tugas dan pencapaian sasaran pekerjaan yang 
tercantum dalam DIPA, pengelola APBN Departemen dapat membentuk Pelaksana 
Kegiatan. 

1. Pelaksana Kcgiatan terdiri dari : 

a. Pembantu Bendahara Peneritna; 
b. Sekretariat; 
c. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan; 
d. Penguji SPP; 
e. Penata Usaha; dan 
f. Pembantu Bendahara Pengeluaran. 



2 Pernbantu 0er)dahara Penerimaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bendahara Penerimaan. 

Pembantu Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan administrasi dan 
pembukuan, serta penyiapan setoran PNBP. 

.lumlnh Peml,;\nti~ Rcndaharn Pcnerimaan disesuaikan dengan beban kerja 
berdasarkan patla kclc~rtlldn peraturan perundang-undangan. 

3. Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada P2K 

Organisasi, uraian tugas dan fungsi, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja, 
bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur 
kerja Sekretariat disusun oleh P2K, dan disampaikan kepada KPAIKPB, 
Penanggungjawab Kinerja dan lnspektorat Jenderal. 

4. Tim Panitia Pelaksana Kegiatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjavvab 
kepada Menteri atau KPNKPB. 

TimlPanitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 
danlatau menyelesaikan pekerjaan tertentu serta melaporkan hasil pekerjaannya, 
kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada KPAIKPB. TimIPanitia 
Pelaksana Kegiatan dapat berupa Panitia Pengelola Teknis yang mengawasi dan 
nlcmanttqi~ pc\l:tl<sana:-ltl pcker-jam ~ ~ n t u k  pemenuhan spesifikasi teknis barang dan 
jasa yang dladakan oleh pihak ketiga. 

5. Keanggotaan TimIPanitia Pelaksana Kegiatan dapat terdiri dari : 

a. Pembina; 
b. Pengarah; 
c. KetuaIKoordinator; 
d. Sekretaris, 
e. Tenaga AhlilNara Sumber; 
f .  Anggota; dan 
g. Sekretariat. 

Susunan jabatan dan keanggotaan TimlPanitia Pelaksana Kegiatan disesuaikan 
dengan anggaran yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Untuk TimlPanitia Pelaksana Kegiatan yang bersifat strategis, jabatan tertinggi 
diutamakan untuk Menteri atau KPAIKPB dalam rangka efektifitas dan 
pengendalian kegiatan. KPAIKPB menentukan kegiatan yang bersifat strategis. 

Untuk TimlPanitia Pelaksana Kegiatan memiliki uraian tugas dan jumlah 
keanggotaan tersendiri dalam suatu Keputusan Menteri atau kuasanya atau 
KPAIKPB. 

6. Penguji SPP berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada P2SPM. 
Penguji SPP mempunyai tugas membantu P2SPM untuk meneliti kelengkapan 
dokumen dan memeriksa ketersediaan pagu anggaran, serta menyiapkan bahan 
penerbitan SPM. Jumlah Penguji SPP disesuaikan dengan beban kerja 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Penata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PZSPM. 
Penata Usaha mempunyai tugas penerimaan dan pengembalian SPP, 
menyampaikan SPM, menatausahakan berkas SPM, pengambilan SP2D, 
mencatat nilai SPM dan SP2D serta mencatat nilai penerimaan pajak dan bukan 
pajak. Jumlah Penata Usaha disesuaikan dengan beban kerja berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pembantu Bendahara Pengeluaran berkedudukan dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 



Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menatausahakan dan 
membantu pelaporan pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran, serta 
menyiapkan SPP kepada P2K, melakukan pembukuan, dan menyimpan bukti 
pembayaran. Jumlah pembantu bendahara Pengeluaran disesuaikan dengan 
beban kerja. ~ 9. Untuk BUMN ESUM, susunan organisasi peiaksanaan kegiatan dapat diatur 
tersendiri oleh BUMN ESDM yang bersangkutan, namun wajib diiaporkan kepada 
Sekretaris Jenderal dan lnspektur Jenderal. 

D. Pengangkatan dan Pemberhentian 

1. Pengangkatan 

a. Penanggung Jawab Penerimaan NegaraIKuasa Pemungut Penerimaan 
Negara, KPAIKPB, P2K, P2SPM, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara 
Pengeluaran diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau kuasanya. 

b. Perencana PNBP secara ex officio adalah : 

1. Direktur Pembinaan Program di lingkungan Departemen yang mempunyai 
PNBP yang berlaku bagi Departemen. 

2. Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen 
yang ditetapkan sebagai Unit PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-undangan. 

c. Penagih PNBP secara ex officio adalah : 

1. Direktclr Pembinaan Program di lingkungan Departemen yang mempunyai 
PNBP yang berlaku bagi Departemen. 

2. Kepala Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen 
yang ditetapkan sebagai Unit PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan 
Pertlntjnng-undangan. 

d. Pernbuat Oaftar Gaji, PanitlalUnit LayananlPejabat Pengadaan Barang dan 
JasaIPanltia PengujilPenerima barang dan Jasa diangkat dan diberhentikan 
oleh KPAIKPB. 

c Pembant~l Ueridahara Penerirnaan, diangkat dan diberhentikan oleh 
Per~anggcr~\g Jawab Penerin~aan NegaralK~iasa Petnungut Penerimaan 
Negara. 

f. Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh P2K. 

g. Tim Pelaksana Kegiatan diangkat dan diberhentikan oleh : 
1. Menteri atau kuasanya, apabila pembentukan atau pengangkatanl 

pemberhentian TimIPanitia pelaksana kegiatan diperintahkan oleh 
Peiaturan Perundang-undangan. 

2. Pejabat eselon 1.a. atas nama Menteri, apabila keanggotaan TimIPanitia 
Pelaksana Kegiatan sebagian berasal dari lnstansi Pemerintah terkait di luar 
Departemen pada satuan kerja sesuai kewenangannya. 

3. KPAIKPB apabila keanggotaan TimIPanitia Pelaksana Kegiatan berasal dari 
lingkup Departemen, pada satuan kerja sesuai kewenangannya. 

Menteri atau kuasanya dapat membentuk TimIPanitia Pelaksana Kegiatan 
berdasarkan kebijakan Menteri atau berdasarkan pertimbangan lainnya. 

h .  Penguji SPP, Penata Usaha, Pembantu Bendahara Pengeluaran diangkat dan 
diberhentikan oleh KPAIKPB. 

i. Pengangkatan Penanggung Jawab Penerimaan Negara/Kuasa Pemungut 
Penerimaan Negara, KPAIKPB, PZK, PZSPM, Bendahara Penerimaan dan 
Bendahara Pengeluaran, diusulkan secara tertulis oleh Eselon 1.a kepada 
Menteri. 



j. Pengangkatan PanitialUnit LayanantPejabat Pengadaan Barang dan Jasa, 
Panitia PengujianlPenerima Barang dan Jasa diusulkan secara tertulis oleh 
Penanggung Jawab Kinerja kepada KPAIKPB. 

2. Persyaratan 
. I  

a. Persyaratan i~ntuk diangkat menjadi Penanggung Jawab Penerimaan 
NegaraIKuasa Pemungut Penerimaan Negara adalah pejabat Eselon 1.a 
Departemen untuk Satker di lingkungan Unit Utama Departemen. 

b. ~ersyaratan untuk diangkat menjadi KPAIKPB adalah pejabat Eselon 1.a 
Departemen untuk Satker di lingkungan Unit Utama Departemen. 

c. Persyaratan untuk diangkat menjadi bendahara Penerimaan adalah : 

1) Pegawai Negeri Sipil dan memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I 
Golonyan Ruang Illb, serta bekerja di urusan keuangan; 

2) Pendidikan minimal SLTA; dan 

3) Memiliki brevet A atau sertifikat Bendahara Penerimaan. 

d. Persyaratnrl ~ l n t ~ r k  diangkat menjadi P2K adalah : 

1) Pegawl11 NC~CI- I  Sip11 dan Merniliki Pangkat rnininial Penata Muda Tingkat I 
Golongan ruang Illlb, yang tidak menangani urusan perbendaharaanl 
pelaksanaan anggaran; 

2) Pendidikan minimal Sarjana (SI) ;  

3) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, atau telah mengikuti 
pelatihan pengadan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

4) memiliki integritas moral, dedikasi dan disiplin tinggi; 

5) Memil~ki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk 
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; 

6) memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan 
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kcllusi 
dan Nepotisme (KKN); 

7) Tidak sedang dalam menjalankan hukuman disiplin pegawai, 

e. Persyaratan untuk diangkat menjadi P2SPM adalah Pegawai Negeri Sipil dan 
minimal Pejabat Eselon IV yang menangani urusan keuanganl 
perbendaharaan. 

f. Persyaratan untuk menjadi Bendahara Pengeluaran adalah : 

1) Pegawai Negeri Sipil dan memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I 
Golongan Ruang Iltb, serta berkedudukan pada satuan organisasi yang 
menangani urusan keuangan; 

2) Pendidikan minimal SLTA; 

3) Memiliki brevet A atau sertifikat Bendahara Pengeluaran. 

g. Persyaratan untuk diangkat menjadi Pembuat Daftar Gaji : 
1) Pegawai Negeri Sipil dan memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I 

Golongan Ruang Illb; 

2) Pzndidikan minimal SLTA; 

3) diutamakan memiliki brevet A atau sertifikat Bendahara Pengeluaran. 

h. Jabatan KPAIKPB, P2K, P2SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 
Penerimaan tidak boleh saling merangkap. 



- 17- 

i. Persyaratan untuk diangkat menjadi PanitialUnit LayananIPejabat Pengadaan 
Barang darl Jasa adalah : 

1) Pegawai Negeri Sipil; 

2) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barangljasa atau telah mengikuti 
pelatitian pengadaan barangljasa sesuai dengan ketentuan peraturan 
per~1nti:\n<j-~lnd;11Igd11; 

3) memiliki integritas moral, disiplin dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas; 

4) memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 

5) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia/Unit 
LayananIPejabat Pengadaan barang dan jasa yang bersangkutan; 

6) mamahami. isi dokumen pengadaanimetode dan prosedur pengadaan 
berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah; 

7) tidak mernpunyai hubungan keluarga dengan KPA; 

8) tidak menjabat P2K, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran; 

9) bukarl Pcgawai pada lnspektorat Jenderal atau pengawas internal BUMN 
kecuali iiienjadi PanitialUnit LayananIPejabat Pengadaan barang dan jasa 
untuk perjgadaan bararigijasa yang dibutuhkan instansinya; dan 

10)tidak bertugas melakukan verifikasi SPP danlatau pejabat P2SPM; 

j. Persyaratan untuk diangkat menjadi Panitia PengujiIPenerima Barang dan Jasa 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang memahami prosedur pengadaan barang dan 
jasa, serta mengetahui spesifikasi teknis barang yang diadakan. 

k. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pembantu Bendahara Penerimaan 
adalah : 

I )  Pegawai Negeri Sipil dan memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I 
Golongan Ruang Illb; 

2) Pendidikan minimal SLTA; 

3) Diutamakan yang memiliki brevet A dan 

4) r~ie~lii l i l( i i~lleyritas rnoral, disiplin dan bertanggung jawab. 

I. Persyaratan untuk diangkat menjadi keanggotaan Sekretariat adalah : 

1) Pegawai Negeri Sipil; 

2) memiliki integritas moral, disiplin dan bertanggung jawab; 

3) mampu menyiapkan rencana kerja dan anggaran;dan 

4) Memaharni prosedur pengadaan barang dan jasa. 
m. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Penguji SPP adalah Pegawai Negeri 

Sipil yang berkedudukan di Satuan Organisasi yang menangani urusan 
keuangan, serta memiliki pengetahuan prosedur pengelolaan anggaran dan 
perbendaharaan negara. 

n .  Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Penata Usaha adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang berkedudukan di satuan organisasi yang menangani urusan 
keuangan, serta rnerniliki pengetahuan penatausahaan anggaran. 

o. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pembantu Bendahara 
PengeluaranIPemegang Uang Muka (PUM) adalah : 

1) Pegawai Negeri Sipil dan memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I 
Golongan Ruang Illb; 

2) Pendidikan minimal SLTA; 



3) diutamakan yang memiliki brevet A; dan 
4) memiliki integritas moral, disiplin dan bertanggung jawab. 

p. Persyaratan untuk diangkat menjadi KPAIKPB dalam rangka pelaksanaan 
dekonsentrasi atail tugas pembantuan adalah pejabat eselon II pada dinas 
yang mer~arlgani energi dan sumber daya mineral untuk setiap Satker 
departemen yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi. 

3. Pemberhentian 

a. Pemberhentian Penanggung Jawab Penerimaan NegaraIKuasa Pemungut 
Penerimaan Negara, KPAIKPB, PZK, P2SPM, Bendahara Penerimaan, dan 
Bendahara Peugeluaran, PanitiaIUnit LayananIPejabat Pengadaan Barang dan 
Jasa Panitia PengujiIPenerima Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan 
ketentuan : 

1) berakhirnya masa jabatan sebagai pengelola APBN Departemen 

2) memasuki masa pensiun 

3) mcnil~ggnl dutiia ilta11 sakit jasmanilrohani secara terus menerus; 

4) dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian sesuai peraturan perundang- 
perundangan; 

5) tidak dapat menjalankan tugasnya selama 22 (dua puluh dua) hari kerja 
berturut-turut; 

6) dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya; 

7) mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan peraturan 
perundang-undang an; 

b. Eselon 1.a dapat mengusulkan pemberhentian PZK, P2SPM, Bendahara 
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kepada Menteri atau kuasanya, 
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf D.3.a. 

c. Penanggung Jawab Kinerja dapat mengusulkan pemberhentian PanitiaIUnit 
LayananJPejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia PengujiIPenerima 
Barang dan Jasa kepada KPAIKPB, dengan alasan sebagaimana dimaksud 
pada huruf D.3.a. 

E. Tata Kerja 

1. Jabatan sebagaimana ketentuan pada huruf 6.1 dan C.1 merupakan tugas 
tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil disamping jabatan strukturaI/fungsional. 

2. KPAIKPB be~tanggung jawab kepada Menteri dalam ha1 pembinaan dan 
pengendalian pelaksanaan kegiatan, pengelolaan APBN Departemen dalam 
rangka .pen~nykatan kinerja program pada Satker unit iitama atau Satker 
Departemen yang dilaksanakan Dinas Provinsi yang menangani bidang energi dan 
sumber daya mineral. 

3. KPAJKPB melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian secara 
berkala kepada Menteri dengan tembusan Sekretariat Jenderal. 

4. Szkretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri dalam ha1 perencanaan 
dan pengendalian anggaran, kepegawaian dan organisasi pengelolaan anggaran, 
serta pengetnbangan sistem informasi dan pelaporan keuangan, penerapan SAl 
dan bimbingan teknis perbendaharaan. 

5. lr~spektur Jenderal melaksanakan pengawasan atas pengelolaan APBN 
Departemen berdasarkan tugas dan fungsi. Pengawasan meliputi pengawasan 
kinerja, keuangan dan pengawasan tertentu sesuai penugasan Menteri. 

6. lnspektur Jenderal melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri. 



7. Penanggung Jawab Kinerja menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan 
menyusun rencana kerja dan anggaran untuk satuan organisasi yang dipimpinnya 
dalam rsngka penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RK-KL) dan 
Rencana Kerja clan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL). 

Penanggcrng ,lawat) K~nerja menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen 
pengusulan Icllcarla ka ja  ~ ~ C J ~ I I  anygaran dalaln rangka penyusunan DIPA. 

8 P2K menyusLln rencana kerja pelaksanaan pada setiap kegiatan yang menjadi 
beban tugasnya, untuk dikoordinasikan dengan Penanggung Jawab Kinerja. 

Penangguny Jawab Kinerja mengesahkan rencana kerja pelaksanaan dan 
melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh P2K sesuai 
kewenangannya. 

9 Pengawasan langsung kepada P2SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara 
Pengeluaran, Anggota PanitiaIUnit i-ayananlpejabat Pengadaan Barang dan Jasa 
dilaksanakan oleh atasan struktural yang bersangkutan, sesuai garis 
kewenangannya dalam rangka pembinaan kepegawaian. 

10.Penanggung Jawab Kinerja lnenyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah (L-AKIP) pada satuan organisasi yang dipimpinnya, berdasarkan 
pelaksanaan ;tllggnran yarq dibebankan kepada P2K. 

11. IWAIKPB dapat mengatur lebih lanjut mekanisme danlatau tata cara hubungan 
kerja antara Penanggung Jawab Kinerja dan P2K sesuai kebutuhan operasional, 
dalam rangka kelancaran kegiatan, sepanjang belum ada ketentuan yang 
mengatur mengenai ha1 dimaksud. 

12.Apabila KPAIKPB berhalangan sementara, maka KPAIKPB dapat melimpahkan 
sementara kepada Pelaksana Tugas atas persetujuan Pengguna 
Anggaran/Pe~igguna Barang. 

13.Apabila P2K berhalangan sementara, maka KPAIKPB dapat menunjuk sementara 
kepada P2K 1;tinnya dalam satuan kerja yang bersangkutan. 

14.Apabila PZSI'M berhalangan sementara, maka KPAIKPB dapat menunjuk 
sementara pejabat struktural yang memenuhi syarat setara dengan P2SPM yang 
bersangkutan 

15.Apabila Berldahara 13enerimaan dan Bendahara Pengeluaran berhalangan 
sementara maka KPAIKPB dapat menunjuk sementara kepada pegawai yang 
memenuhi syarat setara dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 
Pengeluaran yang bersangkutan dan diutamakan dari pembantu bendahara 
penerimaan atau pembantu bendahara pengeluaranlPemegang Uang Muka di 
lingkungan Unit Satker yang bersangkutan. 

16.Apabila Pembuat Daftar Gaji berhalangan sementara maka KPAIKPB dapat 
menunjuk sernentara kepada pegawai yang memenuhi syarat setara dengan 
Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan dan diutamakan dari pembantu 
bendahara pengeluaran1Pemegang Uang Muka di lingkungan Unit Satker yang 
bersangkutan. 

I F. Ketentuan Lain 

1. Pembentukan jabatan pengelolaan utang dan piutang Departemen serta jabatan 
pengelolaan barang milik negara diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. 

2. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan kebijakan tertentu selain yang 
diatur dalam peraturan Menteri ini dalam organisasi pengelola APBN Departemen. 
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BAB IV 
PELAKSANAANAPBN 

A. F'engelolaan Rekening 

Kcpala Kal~tor/S;ltkcr sclnky K13A dapat nienibuka rekening penerimaan danlatacr 
rekening pengeluara~i dengan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat 
(Dirjen. Perbendaharaan) dan Kuasa Bedahara Umum Negara di Daerah (Kepala 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraIKepala KPPN). 

Menteri d5pat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Kuasa 
Bendahara Umum Negara Pusat (Dirjen Perbendaharaan). 

Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening 

1. Permohonan Petsetujuan Pembukaan Rekening dalam rangka pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran anggaran disampaikan oleh Kepala KantorlSatker 
selaku KPA kepada Kepala KPPN sesuai Formulir sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 5 dengan dilampiri foto copi dokumen pelaksanaan anggaran dan surat 
pernyataan tentang penggunaan rekening sesuai Formulir sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 6. 

2. Perliiol~ol-carl I'erseti~jcrar-c Pembukaan Rekening lainnya (diluar rekening 
penerimaan dan pengeluaran) disampaikan oleh Menteri kepada Bendahara Umum 
NegaraIKuasa Bendahara Umum Pusat sesuai formulir sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 5, dengan dilampiri surat pernyataan tentang penggunaan rekening 
sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6. 

3. MenteriIKepalaKantorlSatker selaku pengguna anggaran1KPA wajib melampirkan 
persetujuan tertulis dari Bendahara Umum NegaraIKuasa Bendahara Umum 
Negara sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank SentralIBank 
UmumIKantor Pos. 

4. Rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukannya harus 
ditutup dan saldonya dipindahhukukan ke Rekening Kas Umum Negara, dan harus 
dilaporkan kepada Bendahara Umum NegaraIKuasa Bendahara Umum Negara. 

5. Rekening harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan 
Keuangan Kcr-cienterian NegaraIKantorlSatuan Kerja yang bersangkutan sesuai 
forriiulir sebaya~rllana ter'cariturn dalam Lampiran 7, dan setiap akhir semester wajib 
disampaikan kepada Bendahara Umum NegaraIKuasa Bendahara Umum Negara. 

6. Rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah 
dibuka sebelum tanggal 13 Juni 2007 harus dimintakan persetujuan kepada 
Bendahara Umum NegaraIKuasa Bendahara Umum Negara sesuai formulir 
sebagaimar-la tercantuln dalam Lampiran 8. 

B. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Forecasting) 

Perencanaan kas ((;as/,  fo lccast~l~g) adalah kegiatan memperkirakan penerimaan dan 
pengeluaran kas dalam jangka waktu tertentu sehingga negara memiliki saldo kas yang 
cukup untuk membiayai kewaj~ban negara dalam waktu tertentu dalam rangka 
pelaksanaan APWN 

Untuk mewujudkan keinginan sebagaimana dimaksud di atas diwajibkan kepada setiap 
Kuasa Pengguna Anggaran yang menjadi mitra KPPN untuk membuat dan 
menyampaikan laporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas instansilsatker 
pemerintah pusatldaerah yang bersangkutan. 



C. Pelaksanaan PNBP 

1 Tata Cara F'e~nungutan PNBP 

PNBP harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya, dengan 
menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sesuai dengan Mata 
Anggaran Penerimaan (MAP) yang ditetapkan, melalui Bank Persepsi yang ditunjuk 
oleh Menterr Kc~rangan ,, Y 

Bendahara 13erier~ma secara berkala harus menyetorlmelimpahkan seluruh 
penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang- 
kurang~ya sekali seminggu. 

a. Penyetoran langscrng oleh wajib bayar berdasarkan SSBP dibuat rangkap 6 
(enam) dengan perc~ntukan sebagai berikut : 

1) Lernbar I untuk wajib bayar; 
2) Lembar 2 untuk KPPN 

3) Lembar 3 dan 4 untuk Bank persepsilgiro pos bersangkutan 

4) Lembar 5 untuk Bendaharawan Pengeluaran 

5) Lembar 6 clntcrk pelaporan Bendaharawan Penerima kepada Departemen 

b. Penyetoran Jasa Giro oleh Bank 

Penyetoran Jasa Giro dilakukan secara otomatis oleh Bank ke rekening kas 
negara, sesuai permintaan dari pemegang rekening bank yang bersangkutan. 

2. Tata Cara Penggunaan PNBP 

a. ljin Penggunaan oleh Menteri Keuangan 

Sesuai F'eraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Penggunaan PNBP Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, maka lnstansi 
yang bersangkutan dapat menggunakan sebagian PNBP setelah mendapatkan 
persetujuan Menteri Keuangan. Unit penghasil PNBP yang ingin menggunakan 
sebagian PNBP-nya mengusulkan kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal 
dengan melampirkan proposal yang berisi hal-ha1 sebagai berikut : 

1) Pendah~~luan yang niemuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan 

2) Kegiatnn pokok dan kegiatan yang dibiayai dari PNBP yang berisi visi dan 
misi, titgas pokok dan fungsi, kegiatan yang dibiayai dari PNBP, dan 
perbandingan penyediaan dana 

3) Jenis dan tarif PNBP 

4) Realisasl penerimaan 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan penerimaan 3 
(tiga) tahun yang akan datang. 

5) Potensi PNBP 

b. Badan Layanan Umum 

lnstansi pemerintah dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Urnurn (PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis 
dan administratif. 

Mekanisme Pengusulan dan Penetapan BLU 

I )  Unit calon BLU mengusulkan kepada Menteri dengan melampirkan : 

a) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 
keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; 

b) Pola tata kelola; 

c) Rencana strategis bisnis; 

d) Laporan keuangan pokok; 



e) Standar pelayanan minimum; 

f) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit 

2) Menteri mengusulkan calon BLU kepada Menteri Keuangan. 
3) Menteri Keuangan memberikan keputusan penetapanlpenolakan dalam 

waktu selarnbat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima secara 
lengkap yaitu berupa : 

a) Penetapan status sebagai BLU secara penuh apabila seluruh persyaratan 
substantif, teknis, dan administratif telah terpenuhi. 

b) Penetapan status sebayai BLU secara bertahap apabila persyaratan 
substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif belum 
terpenuhi secara memuaskan. 

Status BLlJ bertahap berlaku paling lama 3 tahun. Apabila dalam 3 tahun 
persyaratan adminstratif belum dapat dipenuhi, maka Status BLU - Bertahap 
dibatalkan (dikembalikan menjadi Satker biasa). 

D. Pelaksanaan Pembayaran 

Berdasarkan DIPA yang telall d~terbltkan, Departemen menyelenggarakan kegiatan- 
kegiatatinya s c s ~ ~ a ~  r-encalla kcrja dan angyaran (RKA) yang telah ditetapkan. 

1. Tata Cara Pernbuatan SPP 

Dalam rangka pelaksarlaan pembayaran, maka Bendahara Pengeluaran danlatau 
P2K harus mengajukan SPP untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), 
yang akan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
setempat yang selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
yang berguna untuk pengeluaran anggaran negara berdasarkan SPM. 

Jenis-Jenis SI3P 

a. SPP Uarlg Persedlaan (SPP-UP) 

SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke P2SPM pada awal 
kegiatan ~ n t u k  ~nc l l y l s~  clang persediaar?, sesuai dengan perencanaan 
kebutuhari riel satu bulan yang jumlahnya sesuai dengan batas-batas dana uang 
persediaan 

1) Batas-batas penyediaan Uang Persediaan (UP) yang pendanaannya berasal 
dari rupiah murni dapat diberikan setinggi-tingginya : 

a) 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DlPA menurut klasifikasi belanja yang 
dirjinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan 
ratus juta rupiah), 

b) 1118 (satu pcr delapanbelas) dari pagu DlPA menurut klasifikasi belanja 
ya iy  diljinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900,000.000,00 (sembilan ratus juta 
ruplah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus 
jcita rupiah), 

c) 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DlPA menurut klasifikasi 
belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,00 (dua 
miliar empat ratus juta rupiah) 



2) Batas-batas penyediaan dana UP yang pendanaannya berasal dari PNBP 
dapat diberikan setinggi-tingginya kepada satker pengguna sebesar 20 % 
(dua puluh perseratus) dari pagu dana PNBP pada DlPA maksimal sebesar 
Rp. 500.000.000,00 (lirna ratus juta rupiah), dengan melampirkan Daftar 
Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana DlPA (PNBP) tahun anggaran 
sctt,clt lll1lly;t. 
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3) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang pada 
klasifikasi belanja 521 1, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 581 1; 

4) Diluar ketentuan sebagaimana tercantum pada butir a, b dan c dapat 
diberikan pengecualian untuk DlPA Pusat oleh Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dan untuk DlPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di 
daerah serta DlPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat. 

b. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) 

SPP-TUP yang diajukan bendahara ke P2SPM apabila penyediaan d a m  UP 
tidak mencukupi dalam satu bulan dan apabila terdapat keperluan yang 
mendesak. 

c .  SPP Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) . 

SPP-(3UI.j yang ~nerupakan pertanggungjawaban dari penggunaan dana UP 
setalah UP-nya dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh 
lima perseratus). 

d. SPP Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPP-GUP Nihil). 

SPP-GUP Nihil merupakan SPP pengesahan atas penggunaan Tambahan Uang 
Persediaan dan Uang Persediaan pada akhir tahun. 

e. SPP Untcrk I-'engadaari Tanah. 

SPP untuk pen-lbayaran penyadaan tanah untuk kepentingan umum 
dilaksanakan rnelalcri rnekanisrne pembayaran langsung (LS). Apabila tidak 
mungkin dilaksanakan tnelalui mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP1 TUP. 

Pengaturan mekanisrne perr~bayaran adalah sebagai berikut : 

1) SPP-LS (Pernbayaran Langsung) 

a) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih 
dari 1 (satu) hektare di kabupatenlkota; 

b) foto copi bukti kepemilikan tanah; 

c) kuitansi; 

d) SPPT PBB tahun transaksi; 

e) Sisrat persetirjclan harga; 

f) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan 
tidak sedang dalam agunan; 

g) Pelepasanlpenyerahan hak atas tanahlakta jual beli dihadapan PPAT; 

h) SSP PPh final atas pelepasan hak; 

i) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 

2) SPP-UPTTUP 

a) Perlgadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektare dilengkapi 
persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh KPA. 

b) Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektare dilakukan 
dengan bantuan panitia pengadaan tanah di kabupatenlkota setempat 
dan dilengkapi dengan daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga 



tanah yang ditandatangani oleh KPA dan diketahui oleh Panitia 
Pengadaan Tanah (PPT). 

c) Pengadaan tarlah yang pembayarannya dilaksanakan melalui UPITUP 
harus terlebih dahulu rnendapat ijin dispensasi dari Kantor Pusat Ditjen 
PerbendaharaanIKanwil Ditjen Perbendaharaan sedangkan besaran 
II;III!JII~;I II;IIIIS I~IcII(I;I~~I dispensasi U12iTUP scst~ai ketcr~ti~an yany 

~1 q 

bet lakir 

f.  SPP Pembayaran Langsung (SPP-L.S) 

SPP-LS yang diajukan bendahara kepada P2SPM atas tagihan 

1) Pembayaran yaji serta belanja pegawai lainnya; 

2) Pembayaran biaya perjalanan dinas; 

3) Tagihan yang telah jelas penerimanya dan keperluannya; 

4) Untuk pembayaran pengadaan barangljasa di atas Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 

Tata Cara Pengajuan SPP ke P2SF5M 

a. SPP-UP : 

1) menggl-rnakan forrnulir SPP yang ditandatangani oleh bendahara sesuai 
contoh sebagaimana tercantum pada Latnpiran 9; 

2) SPP diajukan rangkap tiga; 

3) melampirkan rencana penggunaan sesuai contoh sebagaimana tercantum 
pada Lampiran 10; 

4) rnelar~~p~r-kan sural pernyatakan bahwa dana habis dalatn satu bulan sesual 
contoh sebagaimana tercarltum pada Lampiran 11 ; 

5) untuk UP PNBP rnelampirkan Maksimal Pencairan (MP) sesuai contoh 
sebagaimana tercantum pada Lampiran 12. 

b. SPP-TUP . 
1) menggunakan formulir SPP yang ditandatangani oleh bendahara sesuai 

contoh sebagairnana tercantum pada Lampiran 9; 

2) SPP diajtrkan rangkap tiga; 

3) melampirkan rencana pengyunaan sesuai contoh sebagaimana tercantum 
pada Lampiran 10; 

4) melampirkan surat pernyatakan bahwa dana habis dalam satu bulan sesuai 
contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 13;' 

5) untuk TUP PNBP melampirkan Maksimal Pencairan (MP) sesuai contoh 
sebagaimana tercantum pada Lampiran 12; 

6) Rekening Koran; 

7) pengajuan di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus 
melampirkan surat persetujuan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 

1) menggunakan formulir SPP yang ditandatangani oleh bendahara sesilai 
contoh sebagaimana tercantutn pada I-ampiran 9; 

2) Daftar rincian permintaan pembayaran sesuai contoh sebagaimana 
tercantum pada Lampiran 14; 

3) Bukti pembayaran dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) kecuali pengadaan barangljasa; 



4) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) sesuai contoh 
sebagaimana tercantum pada Lampiran 15; 

5) Salinar: Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah dilegalisir oleh bendahara; 

6) Untulc GUP PNBP rnelatnpirkan Maksimal Pencairan (MP) sesuai contoh 
sebagalrnana tetcant~lln pada Lampiran 12. 

d .  SI'P-LS : . \  4 

1) SPP-LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honorlvakasi : 

a) menggunakan formulir SPP yang ditandatangani oleh bendahara dan P2K - sesuai contah sebagaimana tercantum pada Lampiran 9; 

b) Rekapitulasi Daftar Gaji yang ditandatangani oleh pembuat daftar gaji dan 
P2K; 

c) SSP PPh pasal21 ; 

d) SPK Lembur; 

e) Daftar hadir lembur; 
f) Daftar hadir kerja; 

g) Surat Keputusan per~lbahan gaji; 

i) Daftar penerima honorlvakasi; 

2) SPP-LS pengadaan barangljasa : 

a) menggunakan forlnulir SPP yang ditandatangani oleh P2K sesuai contoh 
sebagaimana tercantrlm pada Lampiran 9; 

b) Sc~rat Pernyataan Pembayaran Langsung sesuai contoh sebagaimana 
tercat i t~~m pada Lampiran 16; 

c) KontrakISPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan; 

d) Surat Pernyataan KPA mengenai penetapan rekanan; 
e) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 

f) Berita Acara Serah Terin~a Pekerjaan; 

g) Berita Acara Pernbayaran; 

h) Bukti Pengeluaran yang disetujui oleh KPA; 

i) Faktul- pajak beserta SSP yang telah ditaridatangani Wajib Pajak; 

j) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau 
lembaga keuangan non bank; 

k) Dokunlen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya 
sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjamanlhibah luar negeri; 

I) Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format sesuai contoh 
sebagaimana tercantum pada Lampiran 17 untuk Rupiah Murni dan 
sebagaimana tercantum pada Lampiran 18 untuk PHLN; 

m) Untuk PNBP melampirkan Maksimal Pencairan (MP) sesuai contoh 
sebagaimana tercantum pada Lampiran 12; 

n) Pakta Integritas. 

3) SPP-LS Perjalanan Dinas : 

a) menggunakan formulir SPP dan rincian permintaan pembayaran yang 
ditandatangani oleh P2K sesuai contoh sebagaimana tercantum pada 
Lampiran 9 dan 14; 

b) daftar nominatif pejahat yang akan melakukan perjalanan dinas, yang 
berisi antara lain : informasi mengenai data pejabat (Nama, 



Pangkatlgolongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan 
dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat dan harus 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan 
dinas, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN sesuai contoh 
sebagaimana tercantum pada Lampiran 19; 

c) Untuk P ~ ~ ~ . , ~ l e l a t ~ ~ p i t k a n  Maksimal Pencairar; (MP) sesuai contoh 
sebayaimana tercantum pada Lampiran 12. 

3. Tata Cara Penerimaan dan Pengujian SPP serta Penerbitan SPM 

a. Penerimaan SPP 

Petugas penerima SPP memeiiksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list 
kelengkapan herkas SPP sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 
20, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan 
membuatlmenandatangar~i tanda terirna SPP. Selanjutnya petugas penerima 
SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SPM. 

b. Pengujian SPP dan Penerbitan SPM 

Setelah tnenerima SPP yang sudah diteliti oleh penerima SPP maka Penerbit 
SPM rnelakukan petigujian atas SPP sebagai berikut : 

1) Msmeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DlPA untuk memperoleh 
keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; 

3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja danlatau kelayakan hasil kerja yang 
dicapai dengan indikator keluaran; 

4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : 
a). P~liak yany d~tunjuk untuk meneritna pembayaran (nama orang/ 

petcrsahaan, alamat, nol7ior rekening dan nama bank); 

b). Nila~ tagihan yang harus dibayar (kesesuaian danlatau kelayakannya 
dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang 
tct(:;>!\I~tti~ (l;~lat~i kotilrak; 

c). Jadual waktu pembayaran. 

5) Memeriksa pencapaian tujuan danlatau sasaran kegiatan sesuai dengan 
indikator keluaran yang tercantum dalam DlPA berkenaan danlatau 
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak. 

c. Penandatarlganan SPM 

Setelah dilakukan pengujiali terhadap SPP-UPISPP-TUPISPP-GUPISPP-LS, 
Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM menerbitkan SPM-UPISPM- 
TlJPISPM-GUPISPM-LS dalam rangkap 3 (tiga): 

1). Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN. 

2). Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satker yang bersangkutan. 

E. SPPD 

Perjalanan dinas ialah perjalanan keluar tempat kedudukan untuk kepentingan negara 
atas perintah pejabat yang berwenang. 

1. Tata cara Perlerbiian SPPD : 

a. Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu 
mendapst perintahipersetujuan/sepengetahuan atasannya. 
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b. Hariltanggal pelaksanaan perjalanan dinas : 
- Berangkat dari tempat kedudukan dlawalildimulai pada hari kerja I 
- Kembali ke tempat kedudukan pada hari kerja I 
- kecuali perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraanl 

sen~inarllokakaryaIbimbingan teknis dan sejenisnya. 
\ (  * 

2. Pejabat yang berwenar~g menerbitkan SPPD 

Pejabat yang berwenang mengeluarkanlmenerbitkan SPPD adalah P2K. Dalam 
ha1 P2K dimaksud akan melakukan perjalanan dinas atau berhalangan sementara, 
maka SPPD ditandatangani oleh KPA atau Penanggung Jawab Kinerja atas nama 
KPA yang membawahi P2K yang akan rnelaksanakan perjalanan dinas sepanjang 
P2K tersebut satu tempat kedudukan dengan KPA atau Penanggung Jawab 
Kinerja dimaksud. 

Penandatanganan SPPD pada tanggal keberangkatan dari dan tiba kembali di 
tempat kedudukan pada formulir halaman 2 SPPD apabila berhalangan dapat 
dilimpahkan secara tertulis kepada pejabat lain yarig bukan bendaharawan di 
lingkungan Unit Sati~an Kerja yang bersangkutan. 

Penandatanganan pada kolorn tiba di tempat tujuan dan berangkat dari tempat 
tujuan, dilakukan oleh pejabat setempat yang berwenang. 

Pejabat setempat yang berwenang adalali pejabat setempat yang dituju 
sebagaimana tertera pada maksud dan tempat tujuan perjalanan dinas pada 
formulir halaman 1 SPPD. 

Dalam ha1 perjalanan dinas untuk mengikuti suatu kegiatan yang dilaksanakan 
oleh kepanitiaan, maka penandatanganan tiba di tempat tujuan dan berangkat dari 
tempat tujuan dapat ditandatangani oleh pejabat panitia penyelenggara. 

3. Jenis Perjalanan Dinas : 1 
a. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dari tempat kedudukan ketempat 

yang dituju dan kernbali ketempat kedudukan semula. 

b. Perjalanan dinas pindah adalah merupakan perjalanan pindah dari tempat 
kedudukan yang lama ke tempat yang baru berdasarkan surat keputusan 
pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap 
beserta keluarganya yang syah, dengan menggunakan Formulir SPPD sesuai 
contoh sebagaimana tercantum pada pada Lampiran 21. 

4. Biaya Perjalanan Dinas : I 
a. Biaya perjalanan dinas terdiri dari : I 

1) uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal; I 
2) biaya transport pegacvai, yaitu biaya perjalanan dari tempat kedudukan ke 

terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai ternpat 
tujuan pergi pulang dan retribusi yang dipungut di terminal 
bis/stasiun/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat; 

3) biaya penginapan, yaitu merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap 
di hotel atau di tempat menginap lainnya dalam ha1 tidak terdapat hotel. 

b. Khcrs;us untuk keperluan menjemputlmengantarkan ke tempat pemakaman 
jenazah Pejabat NegaraIPegawai Negeri yang meninggal dunia, selain biaya 
sebagaimana butir 4.a. juga diberikar, biaya menjemputlmengantar jenazah 
yang terdiri dar~ : 

3 )  biaya pemetian; 



2) biaya angkutan jenazah. 

5. Prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan 
a. Pembayaran biaya perjalanar, dinas dapat diberikan dalam batas pagu 

anggara!l yang Icr.sedia dalarn DlPA Satker. 
. t  q 

b. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Uang 
Persediaari (UP) danlatau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). 

c. Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP dilakukan 
didasarkan pada permintaan dari KPAlP2K kepada Bendahara Pengeluaran 
dengan dilampiri : 

1) Surat tugas untuk rnelakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang; 

2) SPPD; 
3) Kuitansi perjalanan dinas; 
4) Rincian biaya perjalana~i dinas. 

d. Berdasarkan permintaan sebagaimana butir 5.c., Bendahara Pengeluaran 
rnernbayar tlang niuka perjalanan dinas kepada pejabat negaralpegawai negeri 
yang melakukan perjalanan dinas. 

e. Pembayarar; biaya perjalanan dinas melalui mekanisme pembayaran LS 
kepada Pihak Ketiga ditetapkan sebagai berikut : 

? )  Biaya perjalanan dinas untuk pembelianlpengadaan tiket danlatau biaya 
penginapan dapat dilakukan melalui Pihak Ketiga. 

2) Pihak Ketiga dapat berclpa event organizer, biro jasa perjalanan, maskapai 
penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelanlpenginapan. 

3 j  Penetapan Pihak Ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan 
barangljasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

f. Kontraklperjanjian dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan untuk satu paket 
kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu, dan nilai kontraklperjanjian 
tidak diperkenankan rnelebihi ketentuan tarif tiket dan penginapan yang telah 
ditetapkari. 

g. Pembayaran kepada Pihak Ketiga didasarkan atas prestasi kerja yang telah 
diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontraklperjanjian. 

h. Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, Pihak Ketiga mengajukan 
tagihan kepada P2K. 

i. P2K mengajukan SPP kepada P2SPM dengan melampirkan : 

1) Kontraklperjanjian yang mencantumkan nomor rekening 

2) Sura? pernyataan KPA mengenai penetapan rekanan 
3) Berita acara penyelesaian pekerjaan 

4) Berita acara pembayaran 

5) Kuitansi 

6) SPTB 

7) Resume kontrak1SPK 

8) Faktur pajak danlatau surat setoran pajak (SSP) sesuai ketentuan 

9) Daftar pelaksanaanlprestasi kerja yang memuat antara lain informasi data 
Pejabat NegaraIPegawai Negeri (nama, pangkatlgolongan), tujuan, tanggal 
keberangkatan, tempat nienginap, lama menginap, dan jumlah biaya 
masing-masing pejabat NegaralPegawai Negeri. 



j. P2SPM menerbitkan dan mengajukan SPM ke KPPN dengan melampirkan 
SPTB, resume kontraklSPK, dan faktur pajak danlatau SSP sesuai ketentuan. 

k. Dalam ha1 perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas 
dibayarkan, pembayarannya dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran 
LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening Pejabat 
negaralpegnwai c~egeri yang telah rnelakukan perjalanan dinas. .* @ 

I. Pengajuan SPM ke KPPN dilampiri SPTB dan daftar yang ditandatangani oleh 
KPA yang memuat PejabatIPegawai Negeri, NIP, jumlah uang, dan nomor 
rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening Pejabat NegaraIPegawai 
Negeri yang telah melakukan perjalanan dinas 

6. Pertanggungjawaban SPPD. 

a. Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh yang melakukan 
perjalanan dinas paling lambat 5 (limaj hari kerja setelah perjalanan dinas 
dilaksanakan. 

b. Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk 
melaksanakan perjalanan dinas. 

c. Biaya tr;\t~si)ot-t dari b~aya penginapan perjalanan dinas dipertangg~~ngjawabkan 
sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan pengeluaran yang sah. 

d. Bt~kti pengeluaran yang syah untuk biaya transpor terdiri dari : 
1) tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal 

bis/stasiun/bandara/pelabuhan pulang pergi. 

2) tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat 
tujuan pergi pulang; 

3) tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airporf tax, tiket kereta api, tiket 
kapal laut, dan tiket bis; 

4) bukt~ perrlbayaran rnoda transportasi lainnya. 

e. Dalam ha1 tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal 
bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal 
bis/stasiun/bandaralpelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti 
pen~baynran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, dibc~at daftar 
pengeluararl' rr~l y m g  dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang 
disetujui P2K dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas 
pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud dengan 
meriggunakan Formuiir sebagaimana tercantum pada Lampiran 22 

Pejabat yang bcrwenang, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang 
melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang 
diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang 
bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan dengan 
tugas yang d~lakukan. 

Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tercantum di atas 
dapat dikenakan tindakan berupa : 

1) Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku dan atau 

2) Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang 
berlaku. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan 
prosedur tetap yang ditetapkan oleh unit kerja masing-masing. 

Perjalanan dinas dalam rangka Pendidikari dan pelatihan kedinasan serta dalam 
rangka survei/penelitian diatur dengan peraturan menteri tersendiri. 



F. Penarikan Pinjaman Luar NegeriIHibah Luar Negeri 

Penarikan pinjamanlhibah luar negeri, dapat dilaksanakan melalui tata cara sebagai 
berikut : 

I. Penarikan dengan pernbukaan Letter of Credit (LIC) 

a.  A!as rlasirt 11lr'A alnii Dokut,;cn lain yang disamakan, Satker mengajukan Surat 
Permintaari Penerbita'd Surat tiuasa Pembebanan (SPP-SKP) sebesar Kontrak 
Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) yang memerlukan pembukaan LIC, kepada 
Menteri Keuangan cq. KPPN Khusus Jakarta VI, dengan melampirkan dokumen 
pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Berdasarkan SPP-SKP, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP dan 
mengirimkan kepada Bank Indonesia (BI) dengan tembusan kepada Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai, Pejabat Eselon I yang bersangkutan dan Satker. 

c. Berdasarkan SKP, Satker mernberitahukan kepada rekanan atau importir 
sebagai kuasa dari rekanan untuk membuka LIC. Selanjutnya rekanan atau 
importir sebagai kcrasa dar! rekarian yang ditunjuk, mengajukan permintaan 
pembukaan LIC kepada BI dengan melampirkan daftar barang yang akan 
diimpor (niaster list) yang dibuat dan atau disetujui Satker. 

d. Atas dasliv SKP d a n  perniintaan pembukaan LIC dari rekanan atau importir 
tsrsebut, BI I-nengajukan perrnintaan kepada PPHLN untuk menerbitkan 
pernyataan kesediaan n-jelaku kan pembayaran (Letter of Commitment). 

e. BI membuka LIC kepada Bank Koresponden dan tembusan dokumen 
pembukaan LIC disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. 

f. Bank Koresponden menginformasikan pembukaan LIC kepada Supplier di luar 
neyeri untuk melakukan pengiriman barang. 

g. Berdasarkan LIC dan 131, Lelter of Commitment atau dokumen yang disamakan 
dari PPHLN serta dokumen pengapalan, Bank Koresponden melakukan 
penagihan kepada PPH1.N untuk dibayarkan kepada rekanan atau pemasok. 

h. PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden dan 
mengirimkan debet advice kepada BI. Selanjutnya, B1 mengirimkan rekaman 
debet advice Repada Departernen Keuangan. 

I. Berdasarkan dokumen realisasi LIC yang diterima dari Bank Koresponden serta 
SKP dari KPPN Khusus Jakarta VI, BI membuat Nota Disposisi LIC dan Nota 
Perhitungan serta melakukan pernbukuan. 

j. Atas dasar Nota Perhitungan. KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Surat 
Perintah Pengesahan Pembukuan (SP3). 

2. Penarikan dengan pembayaran langsung 

a. Berdasarkan KPBJ beserta dokumen pendukungnya, Satuan Kerja 
menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN melalui KPPN 
Khusus Jakarta VI. 

b. Berdasarkan APD, PPHLN melakukari pelnbayaran langsung kepada rekening 
rekanan, serta mengirimkan asli debet advice kepada Menteri Keuangan cq. 
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan tel-nbusannya kepada 01. 

c. Atas dasar dcbel advice, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. KPPN Khusus 
Jakarta VI menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pembukuan (SP3) sebagai 
dasar pengeluaran dan penerirnaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiah kepada 
BI, tembusan disampaikan kepada Satker. 



G. Tata Cara Revisi DlPA 

1. Tujuan revisi DlPA 

a. Menyesuaikan APBN dengan keadaan dan prioritas kebutuhan; 

b. ~ e m ~ e r c e ~ a t  pencapaian sasaran kinerja; 

2. Jenis-jenis Revisi 

a. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA); 

b. Petunjuk Operasional Kel-ja (POK); 

c. Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tanpa revisi 
DlPA (revisi D P A  putih); 

d. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA kuning); 

e. Pencairan dana blokir (dana bertanda bintangl*); 

f. Lain-lain sebagai penanganan atas perubahan kebutuhan dalam peningkatan 
kinerja pelaksanaan anggaran. 

3. Syarat-syarat Revisi 

a. Revisi DlPA dapat dilakukan sepanjang tidak menguranyi pagu anggaran untuk : 

1) Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji; 

2) langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas dan air), 

3) Belanja barang untuk pengadaan bahan makanan. 

b. Revisi DIPA antar Provii~si/Kabupaten/Kota 

1) Revisi DIPA dalam satu provinsi/kabupaten/kota dapat dilaksanakan dalam 
rangka t~ lgas pembantuan danlatal~ dalam satu provinsi untuk kegiatan yang 
dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi. 

2) Revisi DIPA dapat dilakukan antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan 
operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun 
oleh instarisi vertikal di daerah. 

3) Revisi DlPA dapat dilakukan untuk kegiatan operasional tersebut merupakan 
kegiatan yang didanai dari belanja pegav~ai mengikat dan belanja barang 
mengikat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

4 .  Tata cara penyampaian usulan revisi : 

a. P2K mengusulkan perubahanlpergeseran anggaran kepada Pejabat Eselon II 
selaku Penanggungjawab Kinerja yang berwenang atas alokasi anggaran 
dimaksud 

b Pejabat Esclon II bersanykutan selanjutnya mengusillkan kepada Eselon I 
selaku KPA 

c. Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk bersangkutan menyampaikan 
usulan te~sctbi~t kcpada Me~iteri u.p Sekretaris Jenderal. 

d. Sekretaris Jenderal atas naina Menteri menyampaikan usulan dimaksud kepada 
Menteri Keuangan c.q Dirjen Anggaran danlatau c.q Dirjen Perhendaharaan. 

Hal-ha1 yang perlu dalam usulan revisi : 

a. Alasan tertulis perubahanlpergeseran anggaranlkegiatan. 

b. Rekapitulasi perubahan jenislpagu belanja, kegiatanlsub kegiatan yang direvisi. 



c. Melampirkan RKA-KL halamarl 1.V yang lama dan yang baru (usulan perubahan) 
pads proyramlkegiatanlsub kegiatanlbelanjalrinciari belanja yang mengalami 
perubahan. 

d. Term Of Reference (TOR) lama dan baru (usulan perubahan). 

e Rincian Anggaran Rclanja (RAB) lama dan yang baru sebagai akibat darl 
~ ~ o r t l l ~ i ~ l ~ ; ~ ~ ~  I ~lrc:i;ll\ I,c!l;~nj~~/l~c!la1Ila/kot1lpot1en sub kegiatan. 

1. Detail Oesigr~ (DD) terbaru dan Feasibility Study (FS) untuk perubahan 
pembangunan yang direncanakan. 

y.  Fotq copy MoU atas perjanjian kontrak. 

t i .  Menyampaikan realisasi Penggunaan PinjamanIHibah Luar Negeri (PHLN) sejak 
penggunaannya dan perkiraan realisasi PHLN. 

i. Data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pe.nyesuaian atas kepatutan 
pergeseranlp&ubahan yang dibutuhkan. 

5. 13ejabat yany berwenang mengesahkan revisi DIPAIRKA-KL 

a. Eselon I yang bersangkutan, untuk revisi DlPA sepanjang tidak merubah pagu 
pada satii jenis belanja dalani suatu sub kegiatan atau perubahan volume dalam 
satu jenis bclatija taripa merubah total pagu bclanja dimaksud. 

b. Menteri, untuk revisi DlPA atas pergeseranlperubahan pagulvolume dalam satu 
jenis belanja antar komponen (bagian-bagian dari sub kegiatan) sub kegiatan 
dalam satu sub kegiatan tanpa mengubah total pagu dari sub kegiatan 
dimaksud. 

c. Menteri Keuangan, untuk revisi DlPA atas pergeseranlperubahan yang 
menyangk~rt ' 

1) Perubahan PaguIJenis belanja dalam satu sub kegiatan danlatau antar sub 
kegiatan; 

2) Perubahan PaguIJenis belanja baik dalam satu kegiatan danlatau antar 
kegiatan; 

3) Perubahan PaguIJenis Belanjalsub kegiatanlkegiatan dalam satu program; 

4) Perubahan PagulJenis Belanjalsub kegiatanlkegiatan antar program setelah 
mendapat persetirj~ran DPR-RI adalah revisi yang berhubungan dengan 
perubahanlperyeseran pagu antar program; 

5) Pencall-an dana yang diblokirlbertanda bintang (*); 

6)Realokasi dana antar Satker yang tidak mengubah pagu 
kegiatanlprogramljsnis belanja dalam satu DIPA pada provinsi yang sama; 

7) Lunculan pinjatnan proyek dan hibah luar negeri tidak mencakup PHLN 
yang belum disetujui dalam APBN tahun berjalan dan pinjaman yang 
Gersumber dari kredit ekspor; 

8) Perubahan anggaran belanja bersumber dari peningkatan PNBP yang 
merupakan kelebihan realisasi penerimaan dari target direncanakan dalam 
APBN; 

9) Peningkatan PNBP tersebut dapat digunakan sesuai dengan ketentuan 
perundangan yang berlaku. 

d. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil 
DJPBN rnenyangkut perubahan : 
1) Perubahanlralat karena kesalahan administrasi; 

2) Perubahan kantor bayar (KPPN); 



3) Perubahan alokasi dana antar sub kegiatan atau penarnbahanlpengurangan 
sub kegiatan dalam satu kegiatanlprogramljenis belanja sebagai akibat dari 
adanya sisa dari realisasi (optimalisasi) pelaksanaan anggaran. 

4) Perubahan volume keluaran pada sub kegiatan dengan memperhatikan 
kesesc~aran sasaran kegiatan dan atau sasaran program tanpa mengubah 
alokasr tlar~a p;~tla key~alanlprogramljenis belanja. 

\ q  

H. Pembukuan Bendahara 

Sebagai salah satu pengelola keuangan negara, Bendahara wajib menyelenggarakan 
pembukuan yang merupakan kegiatan pencatatan atas seluruh penerimaan dan 
pengeluaran anggaran yang dikelolanya. Pembukuan tersebut berupa Buku Kas Umum 
(BKU) dan Buku Pembantu (UP) yang merupakan salah satu sumber informasi data 
keuangan serta alat pengawasan bagi pimpinan dan aparat pengawas. 

Sernua Bendah~~ra (Penerima dan Pengeluaran) bertanggung jawab penuh atas 
pembukuan arlgyaran yang dikelolanya, dengan membuat pembukuan sebagai 
bel-~kut : 

, I .  Pembukuan Bendahara Penerima 

a. Pembukuan BKU. 

1) Fungs~ UKU adalah untuk mencatat dan mengetahui jumlah uang negara 
yang d~terima, atau bukti penerimaan lain yang dapat disamakan dengan 
uang 

2) Bentcrk BKU 

- Skontro; 

Bendahara Penerima di lingkungan Departemen diharuskan menggunakan 
bentuk buku skontro karena bentuk ini lebih sederhana dan mudah 
dimengerti. 

3)  BKU pada sisi penerimaan (Debet) dan  pada  sisi pengeluaran (Kredit) terdiri 
dari kolom-kolom sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 23. 

4) Tata cara pembukuan BKU 

a) I1;lria lmlan~an pertama BKU, ditulis kalimat sebagai berikut : "Pada hari 
ini . . . .  . . .  tanggal . . .  . . . bulan ...  .... tahun ... .. BKU pada UnitISatker 
. . . . . . . Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah dibuka 
dengan jumlah . . .  . . .  . . .  halaman". Tiap halaman diberi nomor urut dan 
diparaf dan halaman terakhir dipergunakan untuk catatan pemeriksa. 

b) Apabila Bendahara Penerima berhalangan maka pembukuan BKU dapat 
dikerjakan oleh orang lain berdasarkan Surat Penunjukan dari 
Penanggungjawab Penerimaan Negara, namun tidak mengurangi 
tanggungjawab Bendahara Penerima. 

c) Semua penerimaan termasuk Hibah Luar Negeri dibukukan terlebih 
datlcrlu dalam BKU, dan selanjutnya dibukukan dalam BP. 

Semua bukti penerimaan dibukukan di sebelah kiri (debet) dalam kolom 
penerirnaan, sedangkan semua bukti pengeluaran dibukukan di sebelah 
karlat~ (krcd~l) dalam kolom pengeluaran. 

d) BKU harus ditulis dengan tinta hitam. Dalam BKU tidak diperkenankan 
adanya ruangan yang tidak terisi, tanda-tanda bekas hapusanltipp ex 
atau tindasan tulisan dengan coretan. 

e) BKU harus berada di tempat kedudukan Bendahara Penerima 



f) Uraian dalam BKU harus ditulis dengan singkat dan jelas, memuat 
identitas penerimaan dan tujuan penerimaan. 

g) BKU ditcrtup pada setiap akhir bulanlsewaktu-waktu bila dianggap perlu 
dnn selanj~~tliya saldo BKU harus cocok dengan jumlah saldo BP. 

1 ) )  !ht10I;1I1 d~buki~kan di BKU, pada tarlda bukti tersebut dicantumkan 
nomor bukt~ kas dan kode MAP yang bersangkutan. Pemberian nomor 
dan kode tersebut harus diatur secara baik sehingga tidak menutup 
uralan-uraianlangka-angka dalam tanda bukti. 

Untuk memudahkan pelaksana, agar dibuat stempel khusus 

i) Seniua mutasi keuangan dibukukan dalam BKU. 

j) Halaman BKU, baik kolom Debet maupun kolom Kredit yang sudah 
penuh masing-masing dijumlahkan dan kedua-duanya dipindahkan ke 
halaman berikutnya. 

5 )  Dokcrtnen Pembukuan dalam BKU 

Dokurnen yang dipakai sebagai dasar pembukuan terdiri dari : 

a) Pnda sisi pc~ieri~i iaa~ildebet antara lain : 

- Bukti penerirnaan PNBP 

- Nota Debet BanklJasa Giro 

b) Pada sisi pengeluaranlkredit antara lain : 

- Bukti penyetoran PNBP 

- Nota Kredit BankIJasa Giro 

6) Pembetulan BKU 

a) Pembetulan pembukuan sebelum BKU ditutup dilakukan dengan 
mcrribuat dua yaris lurus (linial) pada angka atau uraian yang salah, 
sedemikian rupa sehingga angka atau uraian yang salah tersebut masih 
dapat dibaca dan diganti dengan angka atau uraian yang benar 
kemudian diparaf oleh pemegang buku tersebut. Cara lain dapat 
dilakukan dengan kontra pos. 

b) Pembetulan pelnbukuan setelah BKU ditutup dilakukan dengan kontra 
pos dari penerimaan atau pengeluaran yang dikoreksildibetulkan. 

7) Penutupan BKU diatur sebagai berikut : 

a) Menghitung jumlah penerimaan dan penyetoran pada kolom-kolom yang 
bersangkutan. 

b) Menghitung saldo BKU dengan cara mengurangi jumlah penerimaan 
dengan jumlah penyetoran, saldo tersebut dibukukan pada kolom 
pengeluaran. 

c) Menghitung jumlah keseluruhan dari sisi penerimaan dan pengeluaran 
sehingga menggambarkan keseimbangan antara kedua sisi. 

d) Membuat garis lurus sejajar sebagai penutup di bawah jumlah angka 
tersebut. 

e) BKU ditutup setiap akhir bulan oleh Bendahara Penerima dan disetujui 
oleh pejabat tertinggi di bidang keuangan pada Satker yang 
bersangkutan. 

f) Apabila BKU dikerjakan oleh bukan Bendahara Penerima, maka 
penutupan BKU ditandatangani oleh Bendahara Penerima dan pejabat 
tertinggi di bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan. 



g) Pembukaan kembali BKU. 

Pembukaan kembali BKU setelah pen bagaimana diuraikan di 
atas dilakukan dengan memindahka ada - sk i  penerimaan di 
halaman berikutnya. 

h) Bendaharawan Penerima menerima PNBP secara tidak langsung, 
arliliya 'petiyqtgrali PNBP ke Kas Negara dilakukan sendiri oleh wajib 
bayar sehiniga Bendaharawan Penerima hanya menerima lembar 4 1  dan 
6 SSBP dari Wajib Bayar, maka teknik pembukuannya dilakukan secara 
langsung artinya Bendaharawan Penerima menerima lembar ke 4 dan 6 

- SSBP dibukukan pada sisi penerimaan dan bersamaan itu pula 
dibukukan pada sisi pengeluaran. 

b. Buku Pembantu (BP) 

1) BP berfungsi membantu BKU untuk mencatat dan mengetahui setiap waktu 
posisi penerimaan dan penyetoran PNBP. 

2) Jenis BP tergantung kebutuhan antara lain meliputi : 

a) BP Bank 

b) BP Pinjat~ianIHibah Luar Negeri 

contoh sebagaitnana tercantum pada Lampiran 24 

2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran 

a. Pembukuan BKU 

1) Fungsi BKU adalah untuk mencatat dan mengetahui jumlah uang negara 
yang dikelola, termasuk surat berharga seperti SP2D dan sebagainya yang 
dapat disamakan dengan uang yang diterima, dikeluarkan dan sisa yang ada 
dibawah pengurusanlpengelolaan Bendahara Pengeluaran yang harus 
dipertanggungjawabkan setiap saat. 

2) Bentuk BKU 

- Skontro; 

Bendahara Pengeluaran di lingkungan Departemen diharuskan 
menggunakan bentuk buku skantro karena bentuk ini lebih sederhana dan 
mudah dimengerti. 

3) BKU pada sisi penerimaan (Debet) dan pada sisi pengeluaran (Kredit) terdiri 
dari kolom-kolom sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 23. 

4) Tata cara pembukuan BKU 

a) Pada halaman pertama BKU, ditulis kalimat sebagai berikut: "Pada hari . . 
Int . .. .. . .. tanggal . . . . . . bulan ... .... tahun .., .. BKU pada Unit Satuan Kerja 
. . . .  telah dibuka dengan jumlah ...... ... halaman". Tiap halaman diberi 
notnor urut, diparaf dan halaman terakhir dipergunakan untuk catatan 
pemeriksa. 

b) Apabila Bendahara Pengeluaran berhalangan maka pembukuan BKU 
dapat dikerjakan oleh orang lain berdasarkan Surat Penunjukan dari 
KPA atas usul Bendahara yang bersangkutan, namun tidak mengurangi 
tanggung jawab Bendahara. 

c )  Semua penerimaan dan pengeluaran termasuk PinjamanIHibah Luar 
Negeri dibukukan terlebih dahulu daiam BKU, dan selanjutnya dibukukan 
dalam BP. I 



Sernua bukti penerimaan dibukukan di sebelah kiri (debet) dalam kolom 
penerimaan, sedangkan semua bukti pengeluaran dibukukan di sebelah 
kanan (kredit) dalam kolom pengeluaran. 

d) BKU harus ditulrs dengan tinta hitam. Dalam BKU tidak diperkenankan 
adanya ruangan yang tidak terisi, tanda-tanda bekas hapusanltipp ex 
;11;\\1 lii\d;ls;-rr~ 11tlisnrl tlc~vjan coretan. 
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e) BKU liarus berada di tempat kedudukan Bendahara. 

f) Uraian dalam BKU harus ditulis dengan singkat dan jelas, memuat 
identitas penerimaan atau pembayaran dan tujuan penerimaan dan 
pembayaran. 

g) BKU ditutup pada setiap akhir bulanlsewaktu-waktu bila dianggap perlu 
dan selanjutnya saldo BKU harus cocok dengan jumlah saldo BP. 

h) Penjumlahan kolorn Debet/Kredit pada BKU tidak selamanya merupakan 
penerimaanlpengeluaran pasti, ha1 ini terjadi karena adanya mutasi- 
mutasi keuangan, penolakan pertanggungjawaban oleh KPPN. 

i) Semua bukti pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari P2K. Di 
dalam persetujuan tersebut telah termasuk pembebanan menurut Mata 
Anggaran perjenis pengeluaran. 

j) Setelah dibukukan di BKU, pada tanda bukti tersebut dicantumkan 
nomor bukti kas dan kode MAK yang bersangkutan. Pemberian nomor 
dan kode tersebut harus diatur secara baik sehingga tidak menutup 
uraian-uraianlangka-angka dalam tanda bukti. 

Untuk memudahkan pelaksana, agar dibuat stempel khusus. 

k) Setiap bukti pembayaran yang sudah dilaksanakan pembayarannya 
dibubuhi cap "LUNAS". 

I) Dalam melaksanakan pembayaran, Bendaharawan harus benar-benar 
memperhatikan persetujuan dari P2K. 

m) SPM dan SP2D baik langsung (LS) maupun Pengganti Uang Persediaan 
(GUP) yang diterima Bendahara dibukukan dalam BKU. 

n) Semua mutasi keuangan dibukukan dalam BKU. 

o) Halalnan BKU, baik kolom Debet tnaupun kolom Kredit yang sudah 
periuh masing-r-riasing dijumlahkan dan kedua-duanya dipindahkan ke 
halarnan berikutnya. 

5) Dokumen Pembukuan dalam BKU 

a) Dokumenltanda-bukti yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

b) C>okurneri yang dipakai sebagai dasar pembukuan terdiri dari : 

1) Pada sisi penerimaanldebet, antara lain : 
- SPM/SP21.) UP, TUP, GUP, LS dan Nihil; 

- Bukti penerimaan tunai, antara lain : denda, sewa rumah dan lain- 
lain; 

- Bukti penerimaan kembali uang muka kerja; 

- B~ik t i  per~eri~naan pajak (SSP) dan SSBP; 

- Nota Kredit Bank. 

2) Pada sisi pengeluaranlkredit, antara lain : 
- Bukti pengeluaran pasti; 

- SPMlSP2D Nihil, LS; 
- Rukti pe~igelual-an uang muka kerja; 



- Bukti setoran pajak (SSP) dan SSBP; 

- Nota Debet Bank. 

6) Pembetulan BKU 

a) Pelnbetulan pembcikuan sebelum BKU ditutup dilakukan dengan 
1 i i ~ l l i l 3 t l i l t  d ~ ~ ; i  gnris It~rtrs (linial) pada angka atail i~raian yang salah, 
sctlcr~l~krall I L I ~ ; ~  s(:ll~tigga angka atau uraian yang salah tersebut tnasih 
dapat dibaca dan diganti dengan angka atau uraian yang benar kemudian 
diparaf oleh pemegang buku tersebut. Cara lain dapat dilakukan dengan 
kontra pos. 

b) Pembetulan pembukuan setelah BKU ditutup dilakukan dengan kontra 
pos dari penerimaan atau pengeluaran yang dikoreksildibetulkan. 

c) Apab~la SPP-GU P untuk mendapatkan penggantian UP terdapat bukti 
pengeluaran yang dikembalikan/ditolak, maka bukti pengeluaran tersebut 
dibt~kirlian kelrlbali sebagai "Penerimaan", dan pada saat yang 
bersatnaan dibukukan sebagai "Pengeluaran Sementara" sambil 
menunggu penyelesaiannya. 

7) Penutupan BKU diatur sebagai berikut : 
a) Mcrlghitiing jti1711a11 perieritnaan dan pengeluaran pada kolom-kolom yang 

belsallgkutal~. 

b) Menghitung saldo BKU dengan cara mengurangi jumlah penerimaan 
dengan jumlah pengeluaran, saldo tersebut dibukukan pada kolom 
pengeluaran. 

c) Menghitung jumlah keseluruhan dari sisi penerimaan dan pengeluaran 
sehingga menggambarkan keseimbangan antara kedua sisi. 

d) Membuat garis lurus sejajar sebagai penutup di bawah jumlah angka 
tersebut. 

e) BKU ditutup setiap akhir bulan oleh bendahara Pengeluaran dan disetujui 
oleh Pejabat tertinggi dibidang keuangan pada Satuan Kerja yang 
bersangkutan. 

f) Apabila BKU dikerjakan oleh bukan Bendahara, maka penutupan BKU 
ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat tertinggi dibidang keuangan 
pada Satker yang bersangkutan. 

g) Fisik uang dihitung dan dicatat dalam Register Penutupan Kas untuk 
kelengkapan penutupan BKU, perbedaan jumlah saldo BKU dan saldo 
kas dibukukan pada BKU dan Buku Kas Selisih. 

h) Buku Kas Selisih berguna untuk menampung selisih-selisih pada setiap 
penutupan BKU termasuk ketekoran-ketekoran kas yang mungkin terjadi. 

i) Pembukaan kembali BKU 

Pembukaan kembali BKU setelah penutupan sebagaimana diuraikan di 
atas dilakukan dengan memindahkan saldo pada sisi penerimaan di 
halaman berikutnya. 

b. Buku Pembantu (BP) 

1) BP berfungsi mernbantu BKU untuk mencatat dan mengetahui setiap waktu 
posisi Uang Persediaan yang disimpan dalam brankas. 

2) BP mencatat penerimaan dan pengeluaran pasti untuk masing-masing Mata 
Anggaran Kegiatan per jenis pengeluaran serta transaksi lainnya yang 
termuat dalam BKU. 



3) Jenis BP tergantung ltebutuhan antara lain meliputi : 

1). BP Kas Hariann~lnai 
2). BP Bank 
3). BP Uang Muka Kerja 
4) Brt P~~iianianlt- l~lxi l i  I uar Ncgeri 
5). j k  , ' q  

6). BP Kas Selisih 
7). BP Pengawasan Kredit Anggaran 

contoh BP sebagaimana tercantum pada Lampiran 24. 

c. Pembukuan SPMlSP2D Nihil 

I) Pembukuan SPMlSP2D GUP Nihil 

a) SPMlSP2D-GUP Nihil dibukukan sebagai penerimaan pada BKU sebelah 
debet dan sebagai pengeluaran sebelah kredit. 

b) Sisa Dana UP yang ada pada akhir tahun anggaran harus disetor ke 
rekening Kas Negara melalui BankIKantor Pos. 

c) Bukti setoran sisa dana UP merupakan pertanggungjawaban atas UP 
yang bersangkutan. 

2) Pembukuan SPMISPZD Nihil akibat ketekoran Kas Bendahara. 

Ketekoran kas Bendahara antara lain disebabkan karena kecurian, 
kehilangan, kebakaran dan lain-lain yang bukan kesalahan Bendahara. 

Permohonan pembebasan atas tuntutan perbendaharaan dapat dibedakan 
menjadi : 

a) Ketekoran yang nilainya sampai dengan Rp 25.000,OO (dua puluh lima 
ribu rupiah). 

Permohonan pembebasannya diajukan kepada Menteri, sesuai ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956. Apabila disetujui akan 
diterbitkan Keputusan Menteri. Atas dasar Keputusan tersebuf KPPN 
setempat menerbitkan SPMlSP2D Nihil sejumlah yang felah disetujui 
Melltcr-i sel~ngni pet7gesahan pengeluaran pasti atas beban negara 
sesliai M. A./Jet~is pet~geluaran yang dibebankan. 

b) Ketekoran yang nilainya di atas Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) 
Permohonan diajukan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan c.9. 
Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembebasan 
atas ketekoran tersebut. Apabila permohonan pembebasan tersebut 
disetiljui oleh Menteri Keuangan, KPPN setempat menerbitkan 
SPM/SP2D Ni l~i l  sejiirnlah nilai uang yang telah disetujui Menteri 
Keuangan sebagai pengesahan pengeluaran pasti, atas beban negara 
sesclal M.A.Ncnis Pengeluaran yang dibebankan sesrlai ketenti~an 
Per alut all Petr~ent~la l~ Nomor 20 Takun 1956. 

c) Teknik Pembukuan ketekoran pada BKU 
1) Pada saat terjadi ketekoran kas (setelah memenuhi ketentuan- 

ketentuan yang berlaku, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan 
scbagair~ya) rnaka pada kolom pengeluaran BKU ketekoran tersebut 
dibukukan juga pada Buku Kas Selisih. 

2) Pada saat SPMlSP2D Nihil diterima, dikontraposkan pada kolom BKU 
dan Buku Kas Selisih, selanjutnya dibukukan pada kolom pengeluaran 
BKU dan BP pada Mata Anggaran yang bersangkutan sebagai 
pengeluaran pasti. 

3) SPMISP2D Nitiil clilampirkan pada surat pertanggungjawaban. 



BAB V 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

A. Pelaporan Dalarn Rangka Pengendalian. 

1 .  Laporan Periyerapan Dl?& 

a. Laporan realisasi dan rencana realisasi anggaran tiga bulan yang akan datang. 

Dalam rangka rnernberikan gambaran untuk bahan pengambilan kebijakan 
percepatan kinerja departemen, diperlukan monitoring dan evaluasi penyerapan 
DIPA yang bersumber dari realisasi dan rencana realisasi anggaran tiga bulan 
sekali. 

Laporan dilakukan berdasarkan struktur organisasi secara berjenjang (dimulai 
dari unit eselon II berdasarkan sumber data SPMlSP2D dan rencana realisasi 
dari P2K di Irngkclngannya) yang dirinci menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jenis Belanja dan disampaikan paling lambat 
tanggal 10 setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. 

Bentuk Formulir laporan sesuai Lampiran 25 

b. Laporan per SPMlSP2D oleh P2SPM. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk koordinasi dengan instansi 
terkait, diperlukan laporan penyerapan DlPA yang bersumber dari realisasi SPM 
setiap bulan. 

Laporan dilakukan berdasarkan struktur organisasi secara berjenjang (dimulai 
dari unit eselon II berdasarkan sumber data SPMlSP2D dari P2SPM di 
lingkungannya) yang dirinci menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dari Jenis Belanja dan disampaikan paling lambat tgl 10 bulan 
berikutnya. 

Laporan tersebut disampaikan berjenjang. Bentuk Formulir laporan sesuai 
contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 

2. Laporan Realisasi Penerimaan 

Laporan Realisasi Perlerirnaan dilakukan berdasarkan struktur organisasi secara 
berjenjang (drnlulai dari uriit eselon II berdasarkan sumber data P2SPM dan 
bendahara pengeluaran danlatau bendahara penerima di lingkungannya) terdiri 
dari : 

a. Pajak; 

b. Bukan Pajak. 

3. Berita Acara Penieriksaan Kas 

Ucrita Acara I'elnerrksaali Kas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk KPA, yaitu 
Pejabat tertinclgt di bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan, pemeriksaan 
dirriaksud d~lakukan secara rrlendadak paling sedikit 3 bulan sekali; 

4 Laporan I h s ~ l  P(:rlgadaan ~3aranglJasa. 

Pan~t~a Perigadaan BarangIJasa setelah menerima hasil pengadaan barangljasa 
rnelaporkan pengadaan tersebut kepada pengelola aset secara berjenjang di Unit 
masing-masing 



B. Pelaporan Dalam Rangka Pertanggungjawaban 

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan APBN, Departemen melaksanakan 
SAI. 

1. Organisasi Sistem Akuntansi lnstansi 

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang 
Milik Nrgal;l (SAI1MN) yhhy dibeliluk secara berjenjang sebagai berikut : 

a. Unit Akuntansi Keuangan : 

1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada tingkat Satker 
adalah Unit Akuntansi yang diselenggarakan oleh : 
- pad:) itnit eselon I DlPA tersendiri ada di unit eselon 11 yang menangani 

keuangan 

- pada unit eselon II DlPA tersendiri ada di unit eselon Ill yang menangani 
keuangan 

- pada unit eselon Ill DlPA tersendiri ada di unit eselon IV yang menangani 
keuanyan 

- pada unit Satker sementara DlPA tersendiri agar menunjuk petugas 
akcrritnlisi ~ r t i t~ lk  menangani SAK. 

2) Unit Akcrntansi Pernbantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) pada 
tingkat wilayah adalah unit akuntansi yang diselenggarakan oleh unit eselon 
11 atau unit akuntansi yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan 
Satker-Satker di daerah. 

- UAPPA-W diselenggarakan di Dinas Provinsi Bidang Energi dan Sumber 
Daya Mineral apabila di dalam Provinsi dimaksud tidak terdapat Unit Kerja 
yang t-nenangani DlPA tersendiri di lingkungan Departemen 

- UAPPA-W daerah Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan oleh Biro 
Keuangan. 

- UAPPA-W daerah Provinsi yang terdapat lebih dari satu unit kerja 
Departemen, diselenggarakan oleh unit eselon II yang menangani 
keuangan. 

3) Unit Akr~~ i f t~nsr  I'clnharilt~ Penggilna Anggaran Eselon I (UAPPA-El) pada 
tingkal Lselorl I adalall uriit akuntansi yang diselenggarakan oleh unit eselon 
1 1  yang rnenangani keuangan. 

4) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada tingkat departemen adalah 
unit akuntansi yang diselenggarakan oleh unit eselon I yang bertanggung 
jawab selaku pembina bidang keuangan. 

Unit kerja keuangan pelaksana akuntansi adalah unit kerja yang tidak 
menangani pengujian SPP dalam rangka penerbitan SPM. 

Unit akuntansi keuangan bertanggungjawab sebagai pelaksana sistem akuntansi 
instansi di lingkungannya. 

b. Unit Akuntansi Barany 

1) Unit Akuntans~ Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada tingkat Satker 
adalah Unit Akuntansi yang diselenggarakan oleh : 

- unit eselon I DlPA tersendiri ada di unit eselon II yang menangani barang 
milik negaralkekayaan negara. 

- unit eselon II DIPA tersendiri ada di unit eselon Ill yang menangani 
barang milik negaralkekayaan negara, 



- un~t  eselon Ill DIPA tersendiri ada di unit eselon IV yang menangani barang 
milik rlegaralkekayaan negara. 

- unit Satker sementara DlPk tersendiri agar menunjuk petugas administrasi 
barang milik negaralkekayaan negara untuk menangani SABMN. 

2) Unit Aktrntansi Pernbantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada 
tingknl w~layal\ yaau) diselenggarakan oleh unit eselon II atau unit akuntansi 
yang dlbentuk dalat~i rangka mengkoordinasikan satker-satker di daerah. 

- UAPPB-W diseleriggarakan di Dinas Provinsi Bidang Energi dan Sumber 
* Daya Mineral apabila di dalam Provinsi dimaksud tidak terdapat Unit Kerja 

yang menangani DIPA tersendiri di lingkungan Departemen 

- UAPPB-W daerah Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan oleh Biro Umum. 

- UAF3PB-W daerah Provinsi yang terdapat lebih dari satu unit kerja 
Departemen, diselenggarakan oleh unit eselon I1 yang menangani 
adni~n~strasi barang milik negaralkekayaan negara. 

3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-El) pada 
tingkat Eselon I adalah unit akuntansi yang diselenggarakan oleh unit eselon 
I1 yang menangani administrasi barang milik negaralkekayaan negara. 

4) Unit Akii~itansi Penggirna Barang (UAPB) pada tingkat departemen adalah 
unit ak~lntansi yang diselenggarakan oleh unit eselon I yang bertanggung 
jawab selaku petnbina barang milik negaralkekayaan negara. 

Unit-unit akuntansi instansi ~nelaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan 
keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. 

Penanggung jawab UAKPAIUAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD, 
sedangkan penanggung jawab UAPPA-WIUAPPB-W Dekonsentrasi adalah 
Gubernur. 

2 .  Pelaksanaan Siste~rl Akuntansi lnstansi 

a. Dokumen Scir-nber SAK 

1) Dokumen sumber yang digunakan Satker di tingkat pusat meliputi : 

a) Dokumen penerimaan yang terdiri dari : 

l:slilllasi 1)endapalan yang dialokasikan: (DIPA PNBP, tidak terwtasuk 
estimasi Pengembalian Belanja dan Pembetulan Pembukuan); 

Realisasi Pendapatan: SSBP dokumen lain yang dipersamakan; 

b) Dokumen pengeluaran yang terdiri dari : 
Alokasi Anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan; 

Realisasi Pengeluaran : 

- Rupiah Murni : 

SPM (berikut dokumen pendukungnya) dan SP2D serta dokumen 
lain yang dipersamakan. 

- Bantuan Luar Negeri : 

PL :Surat Perintah PembukuanIPengesahan (SP3) dan Withdrawal 
Aplicalton (Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung). 

LC :Surat Perintah PembukuanIPengesahan (SP3), Debit Advice 
(DA) dan Surat Kuasa Pembebanan (SKP). 

c) Dokumen Piutang. 
d) Dokumen Persediaan. 
e) Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan. 
f) Dokc~men lainnya. 



2) Dokulrlerl sulnber yang cjigunakan di tingkat SatkerISKPD meliputi : 
a) Alokasi Anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan; 

b) Realisasi Pengeluaran : SPMlSP2D; 

C) Realisasi Penerimaan : SSBP. 
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b. Dokumen sulnber SABMN 

1) Berita Acara Serah Terima BMN 

2) Bukti kepemilikan BMN 

3) SPMISP2D 

4) Faktur pembelian 

5) Kuitansi 

6) Surat keputusan penghapusan 

7) Dokumen lain yang syah 

c. Perekaman dokirlnen SAKISABMN 

a) Tiligkat SatkerISKPD 
- UAKPAIUAKPB melakukan perekaman dokumen sumber, kemudian 

proses posting untuk menghasilkan LRA dan Neraca. 

- SKPD melakukan perekaman dokumen sumber, kemudian proses 
posting untuk menghasilkan LRA dan Neraca. 

b) Tingkat Wilayah (UAPPA-WIUAPPB-W) 

UAPPA-WIUAPPB-W melakukan penggabungan data yang diterima dari 
Satker di bawahnya. 

Selanjutnya UAPPA-WIUAPPB-W menyampaikan ADK dan Laporan 
Keuangan yang telah direkonsiliasi kepada UAPPA-EIIUAPPB-El. 

c) Tingkat Eselon I (UAPPA-EIIUAPPB-El) 
- UAPPA-EIIUAPPB-El melakukan penggabungan data yang diterima 

dari UAPPA-WIUAKPB-W yang berada di lingkup kerjanya, dan 
UAPPA-WIUAKPB-W yang berada dibawahnya dapat melakukan 
rekonsiliasi laporan keuangan tingkat UAPPA-EIIUAPPB-El dengan 
Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan setiap 
bulan. 

- UAPPA-EIIUAPPB-El Departemen melakukan penggabungan data 
yang diterima dari SKPD Dekonsentrasi. 

d) Tingkat Departemen (UAPAIUAPB) 

Pada tingkat kantor pusat instansi, UAPAJUAPB melakukan 
penggabungan data yang diterima dari UAPPA-EIIUAPPB-El yang 
berada di lingkup kerjanya serta menyampaikan ADK dan Laporan 
Keuangan tersebut kepada Ditjen. Perbendaharaan c.q. Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan. 

d. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 

Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit 
akuntansr di atasnya sebagai berikut : 

1) Tingkat SatkerISKPD 



LRA, Neraca, dan ADK disampaikan UAPAIUAPB kepada KPPN selambat- 
lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari 
setelah batas waktc~ penyampaian laporan keuangan ke KPPN, 
UAKPAIUAKPB menyampaikan laporan keuangan yang telah direkonsiliasi 
ke UAPPA-WIUAPPA-Ell UAPPB-WIUAPPB-El beserta ADK dan Berita 
Acara Rekonsiliasi. 

2) Tingkat Wilayah (UAPPA-WIUAPPB-W) 

a) UAPPA-WIUAPPB-W menyampaikan LRA, Neraca, beserta ADK ke 
Kanwil Ditjen. Perbendaharaan setempat setiap tanggal 17 bulan 

. berikutnya dan setiap tanggal 17 setelah berakhirnya triwulan yang 
bersangkutan. 

b) UAPPA-WIUAPPB-W menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan yang 
telah direkonsiliasi kepada UAPPA-EIIUAPPB-1) selambatnya tanggal 20 
bulan berikutnya. 

3) Tingkat Eselon I (UAPPA-El/UAPPB-El) 
UAPPA-EIIUAPPB-El menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan kepada 
UAPA selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya. 

4) Tingkat Departemen (UAPAIUAPB) 

a) Pada tingkat kantor pusat instansi, UAPAIUAPB melakukan 
penggabungan data yang diterima dari UAPPA-EIIUAPPB-El yang 
berada di lingkup kerjanya serta menyampaikan ADK dan Laporan 
Keuangan tersebut kepada Ditjen. Perbendaharaan c.q. Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan. 

b) Laporan Keuangan semesteran disampaikan kepada Menteri Keuangan 
c.q Dirjen Perbendaharaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 
se~liester borakhlr. 

c) Laporan Kecrangan tahunan disampaikan selambar-lambatnya 2 (dua) 
bulnn setelah taliun atiggaran berakhir. 

d) Knusus LKA disampaikan setiap triwulan kepada Dirjen Perbendaharaan 
c.q. D~rektorat Akuntansi dan Pelaporan. 

e) Laporan Kecrangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang 
ditanda tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung 
Jawab ( S t a l ( - : ~ ~ l e ~ ~ l  of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri. 

f) Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, 
laporan keuangannya merupakan satu kesatuanltidak terpisah dari 
laporan keuangan Departemen. 

g) Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Tahunan yang 
digclnakan oleh Departemen disampaikan secara terpisah, disertai 
dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh aparat 
pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of 
Respol?sibil~ly) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 

e. Bentuk Laporan 

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, Departemen melaksanakan SAI 
yatly ~ ~ \ c l r ~ j l ~ ~ ~ s t ~ k ~ l l  I-aporatl keuangan Departemen berupa : 

1) LRA 

Menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing 
dibandingkan dengan pagu anggaran dalam satu periode tertentu. 



2) Neraco 

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. 

3) Catatan atas Laporan Keuangan 

Melip~rti penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang 
disajik;~~) tlalaili L I W  da11 Neraca. 

f. Sanksi Keterlambatari Penyampaian Laporan Keuangan 

setiap KPA wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPPN sesuai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila KPA tidak menyampaikan 
Laporan Keuangan tersebut, KPPN dapat menunda penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan 
oleh KPA. 

Penundaan penerbitan SP2D dikecualikan terhadap SPM Belanja Pegawai, 
SPM-LS, dan SPM Pengembalian. Penundaan penerbitan SP2D juga tidak 
menggugurkan kewajiban SatkerIKPA untuk menyampaikan laporan keuangan. 
Pemberian sanksi didasarkan pada penerbitan Surat Peringatan atas 
keterlanitxlti~rl pc?tiyalil~)ai:~ri laporan keuangan. 

C. Pemeriksaan Kas 

Pejabat tertinggi di bidang keuangan pada satuan kerja yang bersangkutan, untuk 
atas nama KPA menandatangani Buku Kas Umum setiap akhir bulan dan memeriksa 
kas bendahara penerimalpengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali 
(secara periodikltriwulan) atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan, baik dipusat 
dan atau di daerah yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAP) 
dan Register Penutupan Kas. 

1. Tujuan pemeriksaan kas adalah untuk mengetahui : 

a. Saldo Kas yang tertulis dalam BKU sesuai dengan fisiknya; 

b. Semua penerimaan dan pengeluaran telah dibukukan ke dalam BKU sesuai 
buktildoki~men pendukung. 

a. Pemeriksaan kas dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh KPA. 

b. Pemeriksaan kas wajib dilaksanakan secara mendadak dan tidak bersamaan 
dengan penutupan akhir bulan, dengan maksud agar diketahui keadaan 
sebenarnya terjadi dan meliputi seluruh uang kas yang dikelola oleh 
bendaharawan. 

c. Pemeriksaan kas Iiarus menanyakan kepada bendaharawan sekurang- 
kurangnya : 

1) Apakall tartl:-lpat hirktl pengeluaran yang belum dibukukan, sedangkari 
pet~~bayaran telah dilaksanakan; 

2) Apakah terdapat penerimaan setoran dari pihak ketiga yang telah diterima 
uangnya, tetapi belum dibukukan bukti penerimaannya dalam BKU pada 
s is~ c!ctwt; 

3) Apakal~ terdapat setoran bendaharawan ke KPPN, tetapi bukti setorannya 
belum dibukukan dalam BKU pada sisi kredit; 

4) Apakah terdapat surat berharga yang dipersamakan dengan uang, dan 
surat berharga lainnya yang harus termasuk dalam perhitungan uang kas. 

d. Apabila terdapat pengeluaran yang belum dibukukan dan surat berharga yang 
dipersanmkan dengan uatig dan semua bukti pengeluaran telah terkumpul, 



tanyakan kembali sebagai penegasan apakah seluruhnya telah diserahkan 
dan tidak ada lag1 yang tertinggal. 

e. Bendaharawan harus rnenandatangani surat pernyataan dengan bentuk 
formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 26. 

f. Melakukan penghitungan terhadap uang kas dengan menjumlahkan: 

1) Jul~\l;rl\ ua i y  t i l l ~ a ~  yallg ada; 

2) Surat berharga yang dipersamakan dengan uang seperti cek, surat 
jaminan, perangko, meterai, SPMlSP2D atau wesel pemerintah yang 
, beluni diuangkan tetapi sudah dibukukan pada sisi debet BKU; 

3) Saldo Bank, harus dicocokan dengan rekening koran Bank yang 
bersangkutan per tanggal pemeriksaan. 

Perhit~ngan~uang tunai dapat dilakukan oleh: 

1. Pemeriksa kas sendiri dan disaksikan oleh bendaharawan yang 
bersangkutan; 

2. Bendaharawan dan disaksikan oleh Pemeriksa kas; 

3. Bendaharawan dan di Uji oleh Pemeriksa Kas. 

g. Setelah sclesai pemeriksaan kas, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Kas 
oleh Pe~neriksa dan diketahui oleh Bendaharawan. 

Register Penutupan Kas ditandatangani oleh Bendaharawan dan P2SPM sesuai 
contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 27; 

Berita Acara Pemeriksaan Kas disampaikan kepada : 

1) Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan Departemen; 

2) lnspektirr Jenderal Departemen; 

3) Direktur JenderallKepala Badan yang bersangkutan ; 

4) Kepala Satuan Pengawasan Intern di lingkungan BUMN yang mengelola 
APBN; 

5) Bendaharawan yang diperiksa; 

6) GubernurlBupati/Walikota/Kepala Desa untuk dana dekonsentrasil 
tugas pensbantuan. 

dengan dilampiri: 

1 ). Register Penutupan Kas; 

2):Surat Pernyataan Bendaharawan; 

3). Risalah hasil pemeriksaan sesuai contoh sebagaimana tercantum pada 
Lampiran 28; 

h. Jumlahkan nilai bukti pengeluaran yang belum dibukukan dan periksa seluruh 
bukti pengeluaran tersebut untuk mengetahui apakah seluruh pengeluaran 
sudah tlcrlgan pcrsctcrjcran P2K dan PZSPM (Perhitungan dan catatan ini 
dibuat pada kertas kerja perneriksaan kaslkas register). 

i. Perintahkan Bendaharawan menutup BKU. 

Cara menutup buku adalah menjumlahkan debet dan kredit dengan 
memastlkkan angka selisih (saldo) pada jumlah yang lebih kecil. 

j .  Apabila tcrdapat sel~sili antara saldo buku dengan saldo kas yang disebabkan 
adanya bilkti pengeluaran yang belum dibukukan, maka perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab selisih tersebut. 

Kemungkinan penyebabnya adalah : 

1) penerimaan uang yang belum dibukukan Bendaharawan. 



2) uany leblh, dar! apabila Bendaharawan tidak dapat membuktikan maka 
kelebihan uang tersebut menjadi milik negara. 

3) ketekoran kas, dan apabila Bendaharawan tidak dapat membuktikan, 
maka ketekoran kas tersebut menjadi kewajiban bendaharawan untuk 
mengganti ketekoran. 

k. Apab~la lc!tjacl~ pcyb(-tcla;tt\ antara saldo buku dengan saldo kas, harus 
diuraikan dalarn register Penutupan Kas. 

I. Lakukan pengujian penyelenggaraan BKU. 

1)- Periksa apakah seluruh penerimaan anggaran (Pajak dan Non Pajak) 
telah dibukukan ke dalam BKU dan apakah seluruh penerimaan tersebut 
telah disetor ke Kas Negara. 

2) Periksa apakah benar bahwa seluruh penyetoran yang dibukukan 
setorannjla telah diterima oleh KPPN. 

3) Teliti apakah penyelenggaraan BKU telah mengikuti ketentuan yang 
berlaku. 

4) Hasil pengujian ini sebagai dasar bagi Pejabat yang ditunjuk oleh KPA 
untuk melaksar~akan tindak lanjut berupa tindakan korektif terhadap tata 
cara pcnyelenggaraan BKU agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

m. Kasus 1-indak Pidana 

Apabila pada pemeriksaan kas ditemukan adanya penyimpangan maka ha1 itu 
wajib dilaporkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh KPA sebagai laporan khusus 
kepada pejabat eselon I selaku KPA dengan tembusan lnspektorat 
JenderallKepala Satuan Pengawasan Intern dan Badan Pemeriksa Keuangan. 

n. Buku Kas Umum. 

Sebagai alat pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran pada 
saat menandatangani penutupan BKU, yang harus diperhatikan oleh Pejabat 
yang ditunjuk oleh KPA adalah sebagai berikut: 

1) Pencrtupan BKU tepat waktcr, ha1 ini dapat terbaca dari tanggal penutupan 
sebelutnnya sampai dengan tanggal penutupan BKU saat ini kepada 
Pejabat yang ditc~njuk oleh KPA untuk ditandatangani. 

2) BKU \cia\\ dilengkapi dengan buku pembantu yang sesuai Mata Anggaran 
Kegiatan (MAK)ljenis pengeluaran yang diperlukan. 

3) Apabila terdapat pembukuanltransaksi yang meragukan maka perlu 
ditelusuri secara teliti 

D. Pengawasan 

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DlPA dilakukan sebagai berikut : 
1. Pejabat yang ditunjuk oleh KPA menyelenggarakan Pengawasan terhadap 

pelaksanaatl al\cJgar:ll\ ynng tlikelola dalam lingkungannya. 

2. Pejabat yany ditunjuk oleh KPA melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan oleh Bendahara. 

3. lnspektur Jenderal melakukan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan 
APDN yang dil:~kcrkari o l c l~  Ut11t Satker, dekonsentrasiltugas pembantuan dan Hasil 
pengawasan d~sarnpalkan kepada Menteri. 



LAMPIRAN - LAMPIRAN 

PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL 



Lampiran 1 

Target Penerirnaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Unit Organisasi 

Satuan Kerja + 

Kode Satuan Kerja 

Alamat 

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 
Pejabat pembuat Komitmen 

Nama . . . . . . . .  
NIP . . . . . . . . . . . . .  



3) Perubahan alokasi dana antar sub kegiatan atau penambahanlpengurangan 
sub kegiatan dalam satu kegiatanlprogramljenis belanja sebagai akibat dari 
adanya sisa dari realisasi (optimalisasi) pelaksanaan anggaran. 

4) Perubahan volume keluaran pada sub kegiatan dengan memperhatikan 
kesescralan sasaran kegiatan dan atau sasaran program tanpa mengubah 
alokasl tlalla pacia kec~tatanlprograrnljenis belanja. 

. $  q 

H. Pembukuan Bendahara 

Sebagai salah satu pengelola keuangan negara, Bendahara wajib menyelenggarakan 
pembukuan yang merupakan kegiatan pencatatan atas seluruh penerimaan dan 
pengeluaran anggaran yang dikelolanya. Pembukuan tersebut berupa Buku Kas Umum 
(BKU) dan Buku Pembantu (BP) yang merupakan salah satu sumber informasi data 
keuangan serta alat pengawasan bagi pimpinan dan aparat pengawas. 

Sernua Bendahara (Penerinia dan Pengeluaran) bertanggung jawab penuh atas 
pernbukuan allygaran yang dikelolanya, dengan membuat pembukuan sebagal 
ber~kut : 

1 .  Pembukuan Bendahara Penerima 

a. Pembukuan BKU. 

1) Fungsi BKU adalah untuk tnencatat dan mengetahui jumlah uang negara 
yang diterima, atau bukti penerimaan lain yang dapat disamakan dengan 
uang. 

2) Bentcrk BKU 

- Skontro; 

Bendahara Penerima di lingkungan Departemen diharuskan menggunakan 
bentuk buku skontro karena bentuk ini lebih sederhana dan mudah 
dimerigerti 

3)  BKU pada sisi penerimaan (Debet) dan pada sisi pengeluaran (Kredit) terdiri 
dari kolom-kolom sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 23. 

4) Tata cara pembukuan BKU 

a) Pacln Ilalalni~n pertama BKU, ditulis kalimat sebagai berikut : "Pada hari 
ini . . .  . .  . .. tanggal . . .  . . .  bulan ... .... tahun ..... BKU pada UniVSatker 
. . . . . . . .Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah dibuka 
dengan jumlah . . . . . . . . . halaman". Tiap halaman diberi nomor urut dan 
diparaf dan halaman terakhir dipergunakan untuk catatan pemeriksa. 

b) Apabila Bendahara Penerima berhalangan maka pembukuan BKU dapat 
dikerjakan oleh orang lain berdasarkan Surat Penunjukan dari 
Penanggungjawab Penerimaan Negara, namun tidak mengurangi 
tanggungjawab Bendahara Penerima. 

c) Semua penerimaan termasuk Hibah Luar Negeri dibukukan terlebih 
daliulu dalam BKU, dan selanjutnya dibukukan dalam BP. 

Semua buktl penerimaan dibukukan di sebelah kiri (debet) dalam kolom 
penerimaan, sedangkan semua bukti pengeluaran dibukukan di sebelah 
kaliali (kred~t) dalatll kolom pengeluaran. 

d) BKU harus ditulis dengan tinta hitam. Dalam BKU tidak diperkenankan 
adanya ruangan yang tidak terisi, tanda-tanda bekas hapusan/tipp ex 
atau tindasan tulisan dengan coretan. 

e) BKU harus berada di tempat kedudukan Bendahara Penerima 



f) Uraian dalam BKU harus ditulis dengan singkat dan jelas, memuat 
identitas penerimaan dan tujuan penerimaan. 

g) BKU ditutup pada setiap akhir bulanlsewaktu-waktu bila dianggap perlu 
d m  selanjutnya saldo RKU harus cocok dengan jumlah saldo BP. 

t i )  S(:lolali dibirk?ikari di BKU, pada tanda bukti tersebut dicantumkan 
nomor bukti kas dan kode MAP yang bersangkutan. Pemberian nomor 
dan kode tersebut harus diatur secara baik sehingga tidak menutup 

, ura~an-uraianlangka-angka dalam tanda bukti. 

Untuk memudahkan pelaksana, agar dibuat stempel khusus. 

i) Semua tnutasi keuangan dibukukan dalam BKU. 

j) Halaman BKU, baik kolom Debet maupun kolom Kredit yang sudah 
penuh masing-masing dijumlahkan dan kedua-duanya dipindahkan ke 
halaman berikutnya. 

5) Dokumen Pembukuan dalam BKU 

Dokumen yang dipakai sebagai dasar pembukuan terdiri dari : 

a) P x l a  sisi per~erimaarildebet antara lain : 

- Bukti penerirnaan PNBP 

- Nota Debet BanklJasa Giro 

b) Pada sisi pengeluaranlkredit antara lain : 

- Bukti penyetoran PNBP 

- Nota Kredit BankIJasa Giro 

6) Pembetulan BKU 

a) Pembetulan pembukuan sebelum BKU ditutup dilakukan dengan 
merrlbuat dcra yarls lurus (linial) pada angka atau uraian yang salah, 
sedemikian rupa sehingga angka atau uraian yang salah tersebut masih 
dapat dibaca dan diganti dengan angka atau uraian yang benar 
kemudian diparaf oleh pemegang buku tersebut. Cara lain dapat 
dilaktrkan dengan kontra pos. 

b) Pe~nbetulan petnbukuan setelah BKU ditutup dilakukan dengan kontra 
pos dari penerimaan atau pengeluaran yang dikoreksildibetulkan. 

7) Penutupan BKU diatur sebagai berikut : 

a) Menghitung jumlah penerimaan dan penyetoran pada kolom-kolom yang 
bersangkutan. 

b) Menghitung saldo BKU dengan cara mengurangi jumlah penerimaan 
dengan jumlah penyetoran, saldo tersebut dibukukan pada kolom 
pengeluaran. 

c) Menghitung jumlah keseluruhan dari sisi penerimaan dan pengeluaran 
sehingga menggambarkan keseimbangan antara kedua sisi. 

d) Membuat garis lurus sejajar sebagai penutup di bawah jumlah angka 
tersebut. 

e) BKU ditutup setiap akhir bulan oleh Bendahara Penerima dan disetujui 
oleh pejabat tertinggi di bidang keuangan pada Satker yang 
bersangkutan. 

f) Apabila BKU dikerjakan oleh bukan Bendahara Penerima, maka 
penutupan BKU ditandatangani oleh Bendahara Penerima dan pejabat 
tertinggi di bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan. 



g) Pembukaan kembali BKU. 

Pembukaan kembali BKU setelah pen bagaimana diuraikan di 
atas dilakukan dengan memindahkan saldo pada sisi penerimaan di 
halaman berikutnya. 

h) Bendaharawan Penerima menerima PNBP secara tidak langsung, 
artinya 'penyqtpran PNBP ke Kas Negara dilakukan sendiri oleh wajib 
bayar sehiniga Bendaharawan Penerima hanya menerima lembar 4 dan 
6 SSBP dari Wajib Bayar, maka teknik pembukuannya dilakukan secara 
langsung artinya Bendaharawan Penerima menerima lembar ke 4 dan 6 

- SSBP dibukukan pada sisi penerimaan dan bersamaan itu pula 
dibukukan pada sisi pengeluaran. 

b. Buku Pembantu (BP) 

1) BP berfungsi membantu BKU untuk mencatat dan mengetahui setiap waktu 
posisi penerimaan dan penyetoran PNBP. 

2) Jenis BP tergantung kebutuhan antara lain meliputi : 
a) BP Bank 

b) BP Pinjarnanll-libah Luar Negeri 

contoh sebagaitnana tercantum pada Lampiran 24 

2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran 

a. Pembukuan BKU 

1) Fungsi BKU adalah untuk mencatat dan mengetahui jumlah uang negara 
yang dikelola, termasuk surat berharga seperti SP2D dan sebagainya yang 
dapat disamakan dengan uang yang diterima, dikeluarkan dan sisa yang ada 
dibawah pengurusan/pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang harus 
dipertanggungjawabkan setiap saat. 

2) Bentuk BKU 

- Skontro; 

Bendahara Pengeluaran di lingkungan Departemen diharuskan 
menggunakan bentuk buku skontro karena bentuk ini lebih sederhana dan 
mudah dimengerti. 

3) BKU pada sisi penerimaan (Debet) dan pada sisi pengeluaran (Kredit) terdiri 
dari kolom-kolom sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 23. 

4) Tata cara pembukuan BKU 

a) Pada halaman pertama BKU, ditulis kalimat sebagai berikut: "Pada hari 
..... ini . . . . . . .  tanggal ... . . .  bulan ....... tahun BKU pada Unit Satuan Kerja 

. . . . . . . .  telah dibuka dengan jumlah ......... halaman". Tiap halaman diberi 
notnor urut, diparaf dan halaman terakhir dipergunakan untuk catatan 
pemeriksa. 

b) Apabila Bendahara Pengeluaran berhalangan maka pembukuan BKU 
dapat dikerjakan oleh orang lain berdasarkan Surat Penunjukan dari 
KPA atas usul Bendahara yang bersangkutan, namun tidak mengurangi 
tanggung jawab Bendahara. 

c) Semua penerimaan dan pengeluaran termasuk PinjamanIHibah Luar 
Negeri dibukukan terlebih dahulu dalam BKU, dan selanjutnya dibukukan 
dalam BP. , 



Sernua bukti penerimaan dibukukan di sebelah kiri (debet) dalam kolom 
penerimaan, sedangkan semua bukti pengeluaran dibukukan di sebelah 
kanan (kredit) dalam kolom pengeluaran. 

d) BKU harus ditulis dengan tinta hitam. Dalam BKU tidak diperkenankan 
adanya rctangan yang tidak terisi, tanda-tanda bekas hapusanltipp ex 
al;i~r l i ~ ~ d a s n ~ ~  t ~ ~ l i s a ~ l  derlgan coretan. 
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BKU harus berada di tempat kedudukan Bendahara. 

Uraian dalam BKU harus ditulis dengan singkat dan jelas, memuat 
identitas penerimaan atau pembayaran dan tujuan penerimaan dan 
pembayaran. 

BKU ditutup pada setiap akhir bulanlsewaktu-waktu bila dianggap perlu 
dan selanjutnya saldo BKU harus cocok dengan jumlah saldo BP. 

Penjuklahan kolom DebetIKredit pada BKU tidak selamanya merupakan 
penerimaanlpengeluaran pasti, ha1 ini terjadi karena adanya mutasi- 
mutasi keuangan, penolakan pertanggungjawaban oleh KPPN. 

Semua bukti pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari P2K. Di 
dalam persetujuan tersebut telah termasuk pembebanan menurut Mata 
Anggaran perjenis pengeluaran. 

Setelah dibukukan di BKU, pada tanda bukti tersebut dicantumkan 
nomor bukti kas dan kode MAK yang bersangkutan. Pemberian nomor 
dan kode tersebut harus diatur secara baik sehingga tidak menutup 
uraian-uraianlangka-angka dalam tanda bukti. 

Untuk memudahkan pelaksana, agar dibuat stempel khusus. 

Setiap bukti pembayaran yang sudah dilaksanakan pembayarannya 
dibubuhi cap "LUNAS". 

Dalam melaksanakan pembayaran, Bendaharawan harus benar-benar 
rrlelnperhatikan persetujuan dari P2K. 

SPM dan SP2D baik langsung (LS) maupun Pengganti Uang Persediaan 
(GUP) yang diterima Bendahara dibukukan dalam BKU. 

Semua mutasi keuangan dibukukan dalam BKU. 

Halarnan BKU, baik kolom Debet maupun kolom Kredit yang sudah 
petiuh masing-masing dijumlahkan dan kedua-duanya dipindahkan ke 
halarnan berikutnya. 

kumen Pembukuan dalam BKU 

Dokumenltanda-bukti yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

t>okunien yang dipakai sebagai dasar pembukuan terdiri dari : 

1) Pada sisi penerimaanldebet, antara lain : 
- SPMISP2l.l UP, TUP, GUP, LS dan Nihil; 

- Bukti penerimaan tunai, antara lain : denda, sewa rumah dan lain- 
lain; 

- Bukti penerimaan kembali uang muka kerja; 

- Bukti perierimaan pajak (SSP) dan SSBP; 

- Nota Kredit Bank. 

2) Pada sisi pengeluaranlkredit, antara lain : 
- Bukti pengeluaran pasti; 

- SPMlSP2D Nihil, LS; 

- Bukti pengeluaran uang muka kerja; 
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- Bukti setoran pajak (SSP) dan SSBP; 

- Nota Debet Bank. 

6) Pembetulan BKU 

a) Pernbetulan pembukuan sebelum BKU ditutup dilakukan dengan 
rncllib\lnt dlr:~ gnris Itrrirs (linial) pada angka atail ilraian yang salah, 
s c ~ l ~ ~ l i ~ k ~ ; t r ~  ltlp;d scliitigga angka atau uraiar~ yang salah tersebut masih 
dapat d~baca dari diganti dengan angka atau uraian yang benar kemudian 
diparaf oleh pemegang buku tersebut. Cara lain dapat dilakukan dengan 
kontra pos. 

b) Pembetulan pembukuan setelah BKU ditutup dilakukan dengan kontra 
pos dari penerimaan atau pengeluaran yang dikoreksildibetulkan. 

c) Apab~la SPP-GUP untuk mendapatkan penggantian UP terdapat bukti 
pengeluaran yang dikembalikanlditolak, maka bukti pengeluaran tersebut 
dib~~krtkan kernbal~ sebagai "Penerimaan", dan pada saat yang 
bersalnaan dibclkukan sebagai "Pengeluaran Sementara" sambil 
menunggu penyelesaiannya. 

7) Penutupan BKU diatur sebagai berikut : 

a) Merlghitung jtinilali penerimaan dan pengeluaran pada kolom-kolom yang 
bersarigkcltarl. 

b) Menghitung saldo BKU dengan cara mengurangi jumlah penerimaan 
dengan jumlah pengeluaran, saldo tersebut dibukukan pada kolom 
pengeluaran. 

c) Menghitung jumlah keseluruhan dari sisi penerimaan dan pengeluaran 
sehingga menggambarkan keseimbangan antara kedua sisi. 

d) Membclat garis lurus sejajar sebagai penutup di bawah jumlah angka 
tersebut. 

e) BKU ditutup setiap akhir bulan oleh bendahara Pengeluaran dan disetujui 
oleh Pejabat tertinggi dibidang keuangan pada Satuan Kerja yang 
bersangkutan. 

f) Apabila BKU dikerjakan oleh bukan Bendahara, maka penutupan BKU 
ditaridatangani oleh Bendahara dan Pejabat tertinggi dibidang keuangan 
pada Satker yang bersangkutan. 

g) Fisik uang dihitung dan dicatat dalam Register Penutupan Kas untuk 
kelengkapan penutupan BKU, perbedaan jumlah saldo BKU dan saldo 
kas dibukukan pada BKU dan Buku Kas Selisih. 

h) Buku Kas Selisih berguna untuk menampung selisih-selisih pada setiap 
penutupan BKU termasuk ketekoran-ketekoran kas yang mungkin terjadi. 

i) Pembukaan kembali BKU 

Pembukaan kembali BKU setelah penutupan sebagaimana diuraikan di 
atas dilakukan denyan memindahkan saldo pada sisi penerimaan di 
halaman berikutnya. 

b. Buku Pembantu (BP) 

1) BP berfungsi membantu BKU untuk mencatat dan mengetahui setiap waktu 
posisi Uang Persediaan yang disimpan dalam brankas. 

2) BP mencatat penerimaan dan pengeluaran pasti untuk masing-masing Mata 
Anggaran Kegiatan per jenis pengeluaran serta transaksi lainnya yang 
termuat dalam BKU. 



3) Jenis BP tergantung kebutuhan antara lain meliputi : 

1). BP Kas Harianfrunai 
2). BP Bank 
3). BP Uang Muka Kerja 
4) Dr) Pirijariinnlt 1ib;ili l-tlar Negeri 
5). O l )  l'ajak 
6). BP Kas Selisih 
7). BP Pengawasan Kredit Anggaran 

contoh BP sebagaimana tercantum pada Lampiran 24. 

c Pembukuan SPMlSP2D Nihil 

1) Pembukuan SPMISP2D GUP Nihil 

a) SPMlSP2D-GUP N~hl l  dibukukan sebagai penerimaan pada BKU sebelah 
debet dan sebaga~ pengeluaran sebelah kredit. 

b) S~sa Dana UP yang ada pada akhir tahun anggaran harus disetor ke 
rekening Kas Negara melalui BankIKantor Pos. 

c) Bukt~ setoran slsa dana UP merupakan pertanggungjawaban atas UP 
yang bersangkutan. 

2) Pembukuan SPMISP2D Nihil akibat ketekoran Kas Bendahara. 

Ketekoran kas Bendahara antara lain disebabkan karena kecurian, 
kehilangan, kebakaran dan lain-lain yang bukan kesalahan Bendahara. 

Permohonan pembebasan atas tuntutan perbendaharaan dapat dibedakan 
menjad~ 

a) Ketekoran yang nllalnya sampai dengan Rp 25.000,OO (dua puluh lima 
r~bu  rup~ah) 

Permohonan pembebasannya diajukan kepada Menteri, sesuai ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956. Apabila disetujui akan 
diterbltkan Keputusan Menteri. Atas dasar Keputusan tersebut KPPN 
setempat menerbitkan SPM/SP2D Nihil sejumlah yang telah disetujui 
Me~~ tc r l  seOaga~ pe l~~esahan  pengeluaran pasti atas beban negara 
sesl i r~~ M A Ne l l~s  pengeluaran yang dibebankan. 

b) Ketekoran yang nllarnya di atas Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) 
Permohonan dlajukan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan c.9. 
Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembebasan 
atas ketekoran tersebut Apabila permohonan pembebasan tersebut 
disetqul oleh Menteri Keuangan, KPPN setempat menerbitkan 
SPM/SP2D N11711 sejutnlah nilai uang yang telah disetujui Menten 
Keuangan sebagal pengesahan pengeluaran pasti, atas beban negara 
s e s r ~ a ~  M A Ner71s Pengeluaran yang dibebankan sesuai ketentuan 
Pelatular, Pelner~lltall Nomor 20 Tahun 1956. 

c) Tekn~k Pembukuan ketekoran pada BKU 
I) Pada saat terjadr ketekoran kas (setelah memenuhi ketentuan- 

ketentuan yang berlaku, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan 
scbaga~liya) rriaka pada kolom pengeluaran BKU ketekoran tersebut 
dlbcrkukari juga pada Buku Kas Selisih. 

2) Pada saat SPMlSP2D Nihil diterima, dikontraposkan pada kolom BKU 
dan Buku Kas Selisih, selanjutnya dibukukan pada kolom pengeluaran 
BKU dan BP pada Mata Anggaran yang bersangkutan sebagai 
pengeluaran past1 

3) SPMISP2D Nlh~l dtlampirkan pada surat pertanggungjawaban. 



BAB V 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

A. Pelaporan Da la~n Rangka Pengendalian. 

I Laporan Petiycl-apali DIF,'fi. 

a. Laporan realisasi dan rencana realisasi anggaran tiga bulan yang akan datang. 

Dalarn r-angka melnberikan gambaran untuk bahan pengambilan kebijakan 
percepatan kinerja departemen, diperlukan monitoring dan evaluasi penyerapan 
DlPA yang bersumber dari realisasi dan rencana realisasi anggaran tiga bulan 
sekali. 

Laporan dllakukan berdasarkan struktur organisasi secara berjenjang (dimulai 
dari unit eselon II berdasarkan sumber data SPMlSP2D dan rencana realisasi 
dari P2K di lingkungannya) yang dirinci menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jenis Belanja dan disampaikan paling lambat 
tanggal 10 setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. 

Bentuk Formulir laporan sesuai Lampiran 25 

b. Laporan per SPMISPZD oleh P2SPM. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk koordinasi dengan instansi 
terkait, diperlukan laporan penyerapan DlPA yang bersumber dari realisasi SPM 
setiap bulan. 

Laporan dilakukan berdasarkan struktur organisasi secara berjenjang (dimulai 
dari unit eselon II berdasarkan sumber data SPMlSP2D dari PZSPM di 
lingkungannya) yang dirinci menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dan Jenis Belanja dan disampaikan paling lambat tgl 10 bulan 
berikutnya. 

Laporan tersebut disampaikan berjenjang. Bentuk Formulir laporan sesuai 
contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 

2. Laporan Realisasi Penerimaan. 

Laporan Realisasi Peneritnaan dilakukan berdasarkan struktur organisasi secara 
berjenjang (d~n\irlai darr unit eselon II berdasarkan sumber data P2SPM dan 
bendahara pengeluaran danlatau bendahara penerima di lingkungannya) terdiri 
dari : 

a. Pajak; 

b. Bukan Pajak 

3. Berita Acara Pemeriksaan Kas 
Uerita Acara IJernerrksaiirl Kas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk KPA, yaitu 
Pejabat tert~nggr dl bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan, pemeriksaan 
d~nlaksud dtlakukarl secara rrlendadak paling sedikit 3 bulan sekali; 

Panitia Pengadaan BaranglJasa setelah menerima hasil pengadaan barangljasa 
melaporkan pengadaan tersebut kepada pengelola aset secara berjenjang di Unit 
masing-masing 



B. Pelaporan Dalam Rangka Pertanggungjawaban 

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan APBN, Departemen melaksanakan 
SAI. 

1. Organisasi Sistem Akuntansi lnstansi 

SAI terdiri dari Sistetii Aktlntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang 
Milik NP(J~I;I (SA13MN) y!~iig dibelituk secara berjenjang sebagai berikut : 

a. Unit Akuntansi Keuangan : 

1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada tingkat Satker 
adalah Unit Akuntansi yang diselenggarakan oleh : 

- pada unit eselon I DlPA tersendiri ada di unit eselon II yang menangani 
keuangan 

- pada unit eselon II DlPA tersendiri ada di unit eselon Ill yang menangani 
keuangan 

- pada un~ t  eselon Ill DlPA tersendiri ada di unit eselon IV yang menangani 
keuarq an 

- pada unit Satker sementara DlPA tersendiri agar menunjuk petugas 
ak~~r~tar is i  ~ ~ n t ~ i k  mcnangani SAK. 

2) Unit Akur~tans~ Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) pada 
tingkat wilayah adalah unit akuntansi yang diselenggarakan oleh unit eselon 
II atau unit akuntansi yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan 
Satker-Satker di daerah. 

- UAPPA-W diselenggarakan di Dinas Provinsi Bidang Energi dan Sumber 
Daya Mineral apabila di dalam Provinsi dimaksud tidak terdapat Unit Kerja 
yang menangani DIPA tersendiri di lingkungan Departemen 

- UAPPA-W daerah Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan oleh Biro 
Keuangan. 

- UAPPA-W daerah Provinsi yang terdapat lebih dari satu unit kerja 
Departemen, diselenggarakan oleh unit eselon II yang menangani 
keuangan. 

3) Unit / \ k \ \ ~ l t i ~ l l ~ ~  I ' ~ ! ~ n b i ~ l l t \ ~  Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-El) pada 
ti~igkal Lselon I adalall unit akuntansi yang diselenggarakan oleh unit eselon 
II yang menanganl keuangan. 

4) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada tingkat departemen adalah 
unit akuntansi yang diselenggarakan oleh unit eselon I yang bertanggung 
jawab selaku pembina bidang keuangan. 

Unit kerja keuangan pelaksana akuntansi adalah unit kerja yang tidak 
menangani pengujian SPP dalam rangka penerbitan SPM. 

Unit akuntansi keuangan bertanggungjawab sebagai pelaksana sistem akuntansi 
instansi di lingkungannya. 

b. Unit Akuntansi Barang : 

1) Unit Aku~itans~ Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada tingkat Satker 
adalah Unit Akuntansi yang diselenggarakan oleh : 

- unit eselon I DlPA tersendiri ada di unit eselon II yang menangani barang 
milik negaralkekayaan negara. 

- unit eselon II DlPA tersendiri ada di unit eselon Ill yang menangani 
barang milik negaralkekayaan negara, 



- unit eselon Ill DIPA tersendiri ada di unit eselon IV yang menangani barang 
miilk ~legaralkekayaati riegara. 

- unit Satker sementara DlPk tersendiri agar menunjuk petugas administrasi 
barang milik negaralkekayaan negara untuk menangani SABMN. 

2) Unit Aktrntansi Peinbantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada 
tingkiil w~l:~yal l  ya'tyl diselenggarakan oleh unit eselon II atau unit akuntansi 
yang dlbentuk dalarn rangka mengkoordinasikan satker-satker di daerah. 

- UAPPB-W diselenggarakan di Dinas Provinsi Bidang Energi dan Sumber 
Daya Mineral apabila di dalam Provinsi dimaksud tidak terdapat Unit Kerja 
yang nienangani DIPA tersendiri di lingkungan Departemen 

- UAPPB-W daerah Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan oleh Biro Umum. 

- UAF'PB-W daerah Provinsi yang terdapat lebih dari satu unit kerja 
~epartemen, diselenggarakan oleh unit eselon II yang menangani 
administrasi barang milik negaralkekayaan negara. 

3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-El) pada 
tingkat Eselon I adalah unit akuntansi yang diselenggarakan oleh unit eselon 
II yang menangani administrasi barang milik negaralkekayaan negara. 

4) Unit Ak~rtitansi Pengguna Barang (UAPB) pada tingkat departemen adalah 
unit akcrritansi yang diselenggarakan oleh unit eselon I yang bertanggung 
jawab selaku pernbina barang milik negaralkekayaan negara. 

Unit-unit akc~ntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan 
keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. 

Penanggung jawab UAKPAIUAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD, 
sedangkan penanggung jawab UAPPA-WIUAPPB-W Dekonsentrasi adaiah 
Gubernur. 

2. Pelaksanaan Slsterm Akurltansi lnstansi 

a. Dokumen Sumber SAK 

I) Dokumen sumber yang digunakan Satker di tingkat pusat meliputi : 

a) Dokumen penerimaan yang terdiri dari : 
I s t ~ r l ~ r ~ s i  Ikndapatan yang dialokasikan: (DIPA PNBP, tidak terrnasuk 
estimasi Pengembalian Belanja dan Pembetulan Pembukuan); 

Realisasi Pendapatan: SSBP dokumen lain yang dipersamakan; 

b) Dokumen pengeluaran yang terdiri dari 
Alokasi Anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan; 

Realisasi Pengeluaran : 

- Rupiah Murni : 

SPM (berikut dokumen pendukungnya) dan SP2D serta dokumen 
lain yang dipersamakan. 

- Bantuan Luar Negeri : 

PL ,S~lrat Perintah PembukuanlPengesahan (SP3) dan Withdrawal 
Apllc:~tlon (Apl~kas~ Penarikan Dana Pembayaran Langsung). 

LC .Surat Per~ntah PembukuanIPengesahan (SP3), Debit Advice 
(DA) dan Surat Kuasa Pembebanan (SKP). 

c) Dokumen Piutang. 
d) Dokumen Persediaan. 
e) Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan. 
f) Dokclmen lainnya. 



2 )  Dokulnen sumber yang digunakan di tingkat SatkerISKPD meliputi : 
a) Alokasi Anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan; 

b) Realisasi Pengeluaran : SPMlSP2D; 

c) Realisasi Penerimaan : SSBP. 
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b. Dokumen sunlber SARMN 

1) Berita Acara Serah Terima BMN 
2 )  Bukti kepemilikan B M N  

3) SPMlSP2D 

4) Faktur pernbelian 

5) Kuitansi 

6) Surat keputusan penghapusan 

7) Dokumen lain yang syah 

c. Perekaman cioktrnien SAKISABMN 

a) 7-11igkat Siltk~i'/SKPLl 
- UAKPAIUAKPB melakukan perekaman dokumen sumber, kemudian 

proses posting untuk menghasilkan LRA dan Neraca. 

- SKPD melakukan perekaman dokumen sumber, kemudian proses 
posting untuk menghasilkan LRA dan Neraca. 

b) Tingkat Wilayah (UAPPA-WIUAPPB-W) 

UAPPA-WIUAPPB-W melakukan penggabungan data yang diterima dari 
Satker di bawahnya. 

Selanjutnya UAPPA-WIUAPPB-W menyampaikan ADK dan Laporan 
Keuangan yang telah direkonsiliasi kepada UAPPA-EIIUAPPB-El. 

c) Tingkat Eselon I (UAPPA-EIIUAPPB-El) 
- UAPPA-E 1 IUAPPO-El melakukan penggabungan data yang diterima 

dari UAPPA-WIUAKPB-W yang berada di lingkup kerjanya, dan 
UAPPA-WIUAKPB-W yang berada dibawahnya dapat melakukan 
rekonsiliasi laporan keuangan tingkat UAPPA-EIIUAPPB-El dengan 
Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan setiap 
bulan. 

- UAPPA-EIIUAPPB-El Departemen melakukan penggabungan data 
yang diterima dari SKPD Dekonsentrasi. 

d) Tingkat Departemen (UAPAIUAPB) 

Pada tingkat kantor pusat instansi, UAPAIUAPB melakukan 
penggabungan data yang diterima dari UAPPA-EIIUAPPB-El yang 
berada di lingkup kerjanya serta menyampaikan ADK dan Laporan 
Keuangan tersebut kepada Ditjen. Perbendaharaan c.q. Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan. 

d. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 

Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit 
akuntansi di atasnya sebagai berikut : 

1) Tingkat SatkerISKPD 



LRA, Neraca, dan ADK disampaikan UAPAIUAPB kepada KPPN selambat- 
lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari 
setelah batas waktcl penyampaian laporan keuangan ke KPPN, 
UAKPAIUAKPB menyampaikan laporan keuangan yang telah direkonsiliasi 
ke UAPPA-W/UAPPA-El/ UAPPB-WIUAPPB-El beserta ADK dan Berita 
Acara Kekonsiliasi. 

2) Tingkat Wilayah (UAPPA-WIUAPPB-W) 

a) UAPPA-WIUAPPB-W menyampaikan LRA, Neraca, beserta ADK ke 
Kanwil Ditjen. Perbendaharaan setempat setiap tanggal 17 bulan 

. berikutnya dan setiap tanggal 17 setelah berakhirnya triwulan yang 
bersangkutan. 

b) UAPPA-WIUAPPB-W menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan yang 
telah direkonsiliasi kepada UAPPA-EIIUAPPB-1) selambatnya tanggal 20 
bulan berikutnya. 

3) Tingkat Eselon I (UAPPA-El/UAPPB-El) 

UAPPA-E 1 /UAPPB-El menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan kepada 
UAPA selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya. 

4) Tingkat Departemen (UAPAIUAPB) 

a) Pada tirlgkat kantor pusat instansi, UAPAIUAPB melakukan 
penggabungan data yang diterima dari UAPPA-EIIUAPPB-El yang 
berada di lingkup kerjanya serta menyampaikan ADK dan Laporan 
Keuangan tersebut kepada Ditjen. Perbendaharaan c.q. Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan. 

b) Laporan Keuangan semesteran disampaikan kepada Menteri Keuangan 
c.q. Dirjen Perbendaharaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 
selliester berakh~r. 

c) Laporan Keuangan tahunan disampaikan selambar-lambatnya 2 (dua) 
bulon setelah tahun anggaran berakhir. 

d) Knusus LKA disampaikan setiap triwulan kepada Dirjen Perbendaharaan 
c.q. D~rektorat Akuntansi dan Pelaporan. 

e) Laporan Keuangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang 
ditanda tangan1 oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung 
Jawab (Stalotrre~~l of Respo~~sibility) yang ditandatangani oleh Menteri. 

f) Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, 
laporan keuangannya merupakan satu kesatuan/tidak terpisah dari 
laporan keuangan Departemen. 

g) Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Tahunan yang 
digclnakan oleh Departemen disampaikan secara terpisah, disertai 
dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh aparat 
pengawas interti dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of 
R e s p o ~ ~ s i b ~ l ~ l y )  yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 

e. Bentuk Laporan 

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, Departemen melaksanakan SAI 
yang n ~ c r ~ ~ j l i ~ ~ s ~ l k : ~ ~ i  I..aporarr keuangan Departemen berupa : 
I )  LRA 

Menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing 
dibandingkan dengan pagu anggaran dalam satu periode tertentu. 



Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. 

3) Catatan atas Laporan Keuangan 

Melip~rti penjetasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang 
disaj~k;~~, c1alt1111 I,J.ifl d a ~ i  Neraca. 

f. Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan 

setiap KPA wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPPN sesuai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila KPA tidak menyampaikan 
Laporan Keuangan tersebut, KPPN dapat menunda penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan 
oleh KPA. 

Penundaan penerbitan SP2D dikecualikan terhadap SPM Belanja Pegawai, 
SPM-LS, dan SPM Pengembalian. Penundaan penerbitan SP2D juga tidak 
menggugurkan kewajiban SatkerIKPA untuk menyampaikan laporan keuangan. 
Pemberian sanksi didasarkan pada penerbitan Surat Peringatan atas 
keterlamt~:lli~r~ pc:t~y:lt~~paiali lapatan koirangan. 

C. Pemeriksaan Kas 

Pejabat tertinggi di bidang keuangan pada satuan kerja yang bersangkutan, untuk 
atas nama KPA menandatangani Buku Kas Umum setiap akhir bulan dan memeriksa 
kas bendahara penerimalpengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali 
(secara periodikltriwulan) atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan, baik dipusat 
dan atau di daerah yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAP) 
dan Register Penutupan Kas. 

I. Tujuan pemeriksaan kas adalah untuk mengetahui : 

a. Saldo Kas yang tertcllis dalam BKU sesuai dengan fisiknya; 

b. Semua penerimaan dan pengeluaran telah dibukukan ke dalam BKU sesuai 
buktildoki~tnen pendukutig. 

2. Prosedur pel~~eriksaari kas 

a. Pemeriksaan kas dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh KPA. 

b. Pemeriksaan kas wajib dilaksanakan secara mendadak dan tidak bersamaan 
dengan penutupan akhir bulan, dengan maksud agar diketahui keadaan 
sebenarnya terjadi dan meliputi seluruh uang kas yang dikelola oleh 
bendaharawan. 

c. Pemeriksaan kas harus menanyakan kepada bendaharawan sekurang- 
kurangnya : 

1) Apak;~li tert1ap;it I ~ ~ r k t t  pengeluaran yang belum dibukukan, sedangkarl 
pelrlbayararl telah drlaksanal<an; 

2) Apakah terdapat penerimaan setoran dari pihak ketiga yang telah diterima 
uangnya, tetapi beluni dibukukan bukti penerimaannya dalam BKU pada 
s is~ rl(t1)ct; 

3) Apakah terdapat setoran bendaharawan ke KPPN, tetapi bukti setorannya 
belum dibukukan dalam BKU pada sisi kredit; 

4) Apakah terdapat surat berharga yang dipersamakan dengan uang, dan 
surat berharga lainnya yang harus termasuk dalam perhitungan uang kas. 

d. Apabila terdapat pengeluaran yang belum dibukukan dan surat berharga yang 
dipersarnakan dengan uang dan semua bukti pengeluaran telah terkumpul, 



tanyakan kembali sebagai penegasan apakah seluruhnya telah diserahkan 
dan tidak ada lagi yang tertinggal. 

e. Bendaharawan harus menandatangani surat pernyataan dengan bentuk 
formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 26. 

f. Melakcrkan penghitungan terhadap uang kas dengan menjumlahkan: 

2) Surat berharga yang dipersamakan dengan uang seperti cek, surat 
jaminan, perangko, meterai, SPMISP2D atau wesel pemerintah yang 

- belum diuangkan tetapi sudah dibukukan pada sisi debet BKU; 

3) Saldo Bank, harus dicocokan dengan rekening koran Bank yang 
bersangkutan per tanggal pemeriksaan. 

Perhitungan *uang tunai dapat dilakukan oleh: 

1. Pemeriksa kas sendlri dan disaksikan oleh bendaharawan yang 
bersangkutan; 

2. Bendaharawan dan disaksikan oleh Pemeriksa kas; 

3. Bendaharawan dan di Uji oleh Pemeriksa Kas. 

Setelah sc lesa~ pcmeriksaan kas, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Kas 
oleh Perner~ksa dan diketahui oleh Bendaharawan. 

Register Penutupan Kas ditandatangani oleh Bendaharawan dan P2SPM sesuai 
contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 27; 

Berita Acara Pemeriksaan Kas disampaikan kepada : 

1) Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan Departemen; 

2) lnspekti~r Jenderal Departemen; 

3) Direktur JenderallKepala Badan yang bersangkutan ; 

4) Kepala Satuan Pengawasan Intern di lingkungan BUMN yang mengelola 
APBN, 

5) Bendaharawan yang diperiksa; 

6) Gubernur/Bupati/WalikotalKepala Desa untuk dana dekonsentrasil 
tugas pembarltuan. 

dengan dilampiri: 

1). Register Penutupan Kas; 

2):Surat Pernyataan Bendaharawan; 

3). Risalah hasil pemeriksaan sesuai contoh sebagaimana tercantum pada 
Lampiran 28; 

h. Jumlal.lkan nilai bukti pengeluaran yang belum dibukukan dan periksa seluruh 
bukti penyeluararl tersebut untuk mengetahui apakah seluruh pengeluaran 
sudah tlctlgan pt:rsctujuan P2K dan P2SPM (Perhitungan dan catatan ini 
dibuat pada kertas kerja perneriksaan kaslkas register). 

i. Perintahkan Bendaharawan menutup BKU. 

Cara menutup buku adalah menjumlahkan debet dan kredit dengan 
rnernas(1kkan allgka selisih (saldo) pada jumlah yang lebih kecil. 

J. Apablla te~dapat sellsll~ alitara saldo buku dengan saldo kas yang disebabkan 
adanya bclkti perigeluaran yang belum dibukukan, maka perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab selisih tersebut. 

Kemungkinan penyebabnya adalah : 

1) penerimaan uang yang belum dibukukan Bendaharawan. 



2) uany lebih, dan apabila Bendaharawan tidak dapat membuktikan maka 
kelebihan uang tersebut menjadi milik negara. 

3) ketekoran kas, dan apabila Bendaharawan tidak dapat membuktikan, 
maka ketekoran kas tersebut menjadi kewajiban bendaharawan untuk 
mengganti ketekoran. 

k. Apabila lotjacl~ pr-,[bedaa~~ antara saldo buku dengan saldo kas, harus 
diuraikan dalarn register Penutupan Kas. 

I. Lakukan pengujian penyelenggaraan BKU. 

1)- Periksa apakah seluruh penerimaan anggaran (Pajak dan Non Pajak) 
telah dibukukan ke dalam BKU dan apakah seluruh penerimaan tersebut 
telah disetor ke Kas Negara. 

2) Periksa apakah benar bahwa seluruh penyetoran yang dibukukan 
setorannjla telah diterima oleh KPPN. 

3) Teliti apakah penyelenggaraan BKU telah mengikuti ketentuan yang 
berlaku. 

4) Has11 pengujian ini sebagai dasar bagi Pejabat yang ditunjuk oleh KPA 
untuk rnelaksanakan tindak lanjut berupa tindakan korektif terhadap tata 
cara pcnyelcriggar aali BKU agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

m. Kasus Tindak Pidaria. 

Apabila pada pemeriksaan kas ditemukan adanya penyimpangan maka ha1 itu 
wajib dilaporkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh KPA sebagai laporan khusus 
kepada pejabat eselon I selaku KPA dengan tembusan lnspektorat 
JenderallKepala Satuan Pengawasan Intern dan Badan Pemeriksa Keuangan. 

n. Buku Kas Umum. 

Sebaga~ alat pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran pada 
saat menandatangani penutupan BKU, yang harus diperhatikan oleh Pejabat 
yang ditunjuk oleh KPA adalah sebagai berikut: 

1) Penc~tupan BKU tepat waktu, ha1 ini dapat terbaca dari tanggal penutupan 
sebelutnnya sa~npai dengan tanggal penutupan BKU saat ini kepada 
Pejabat yang ditclnjc~k oleh KPA untuk ditandatangani. 

2) UKU Icl:tll cl~lcrigk;~pr dengar1 buku pembantu yang sesuai Mata Anggaran 
Kegtatan (MAK)ljenis pengeluaran yang diperlukan. 

3) Apabila terdapat pembukuanltransaksi yang meragukan maka perlu 
ditelusuri secara teliti. 

D. Pengawasan 

Pe~igawasan terhadap pelaksanaan anggaran DlPA dilakukan sebagai berikut : 
1. Pejabat yang ditunjtrk oleh KPA menyelenggarakan Pengawasan terhadap 

pelaksanaall atiggarall yang cilkclola dalam lingkungannya. 

2. Pejabat yany ditunjc~k oleh KPA melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan oleh Bendahara. 

3. lnspektur Jenderal melakukan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan 
APRN yang cjilakukn~l olcll Unit Satker, dekonsentrasiltugas pernbantuan dan Hasil 
pengawasall d~sa~npa~kari  kepada Menteri. 



LAMPIRAN - LAMPIRAN 

PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL 



Lampiran 1 

Target Penerirnaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Unit Organisasi 

Satuan Kerja - 
Kode Satuan Kerja 

Alamat 

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 
Pejabat pembuat Komitmen 

Nama.. . . . . . .  

NIP. . . . . . . . . . . . .  

Target PNBP Uraian Penerimaan 

----- 

No. Kode MAP 



Lampiran 2 

BENTUK RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIANILEMBAGA (RKA-KL) 

'ODE KEGIATANISUB KEGlATANlJENlS 
BELANJAIRNCAN OELANJA 

- -- --- - . - --- 
. +  4 

VOLUME 

SDI 
C 

TA 
tOOi 

KPI 
KDI 
DKI 
TP 

PERHITUNCAN TAHUN 

HARGA SATUAN 

2007 

JUMLAH BAYA 



Lampiran 3 

LAPORAN PENYERAPAN DlPA PER SPMISPZD 
TAHUN ANGGARAN .................. 

BULAN ................. 
Departemen : 
Unit 
Satuan Kerja : 
Kode Satker : 

Nomor DlPA 
Tanggal DlPA : 
PAGU 
Revisi 
Jumlah 

..................... ..., Tgl .......................... 

Pejabat Penerbiffpenandatangan SPM 

Nama.. .......... 
NIP.. ................... 



STRUKTUR ORGANlSASl 
PENGELOLA APBN 

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

Lampiran 4 

I PENGGUNA ANGGARANI 1 
I PENGGUNABARANG I 

PENANGGUNG JAWAB 
PENERIMAAN NEGARA 

KUASA 
PENGGUNA ANGGARANI 

PENGGUNA BARANG I 

PENANGGUNG JAWAB 
KINERJA 

- 

I 

I I 

8 

BE\ 2hHARA 
PEJABAT PEJABAT 
PEMBUAT PENERBIT - BENDAHARA 

FE\ERIMA 
PENERIMA 

PNBP KOMITMEN SPM , PENGELUARAN 

- 

BE\L)AHARA BENDAHARA 
PEYERIMAAN PENGELUARAN 

TlMlPANlTlA 
PELAKSANA 
KEGIATAN 

USAHA 



Lampiran 5 

KOP SURAT 

Nomor .......... .* 4 Tanggal.. 
Sifat 
Lampiran : 
Hal : Permohonan Perset~~juan Pembukaan 

- Rekening 

Yang terhorlnat, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ) 
d i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 )  

Mer~clrijc~I( ~ I I I  Me~llcr-i Keuangan Notnor :. . . . . .  ..IPMK.0512007 

tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaraILembagalSatuan 

Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan 

rekening . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4) untuk keperluan .. . . . . . . . . . . . .  .5) .  

Demikian disa~npaikan untuk  dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 

Atas kerjasamarlya yang baik diucapkan terima kasih. 

Kepala Kantor, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 )  
NIP.. . . . . . . . . . . . . .  



Nomor 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMOHONAN PEMBUKUAN REKENING 

Uraian 

Illlsl I \ 

- D~rektur Jenderal Perbendaharaan untuk kantorlsatuan kerja yang 
d~bayarkan melalu~ Dit Pengelolaan Kas Negara; atau 

- Kepala KPPN untuk kantorkatuan kerja yang dibayar melalui KPPN. 

DIISI Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN 
-- - -- - -- - 

DIISI perierlmaan atau pengeluaran atau lainnya (sela~n penerimaan 
atau pengeluaran) 

- - - -- - - - -. - 
Diisi Bank IndonesiaINama bank umumlkantor pos giro dimana akan 
dibuka rekening tersebut. 

Diisi : 

a Menanlp~~ng pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan 
APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau 

b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara 
Pengeluaran; atau 

c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar- 
benar diperlukan untuk kantorlsatuan kerja sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

Nama Kepala Kantor selaku Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna 
Anggaran 

- - - - ----- -- 



Lampiran 6 

KOP SURAT 

Nomor 
Sifat 4 

Lampiran : 
Hal : Pernyataan penggunaan Rekening 

Yang terhormat, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 
d i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Menunjuk peratt~rari Menteri Keuangan Nomor :. . . . . .  ../PMK.05/2007 

tentang Pengelolaan f'iekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan 

Kerja, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan 

surat kami tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4) ha1 permintaan 

persetujuan pelnbukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka 

atas nama jabatan, yaitu rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5) pada ................. 6) hanya untuk 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  keperluan 7 ) .  

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. 

Kepala Kantor, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8) 
NIP.. . . . . . . . . . . . . .  



PETUNJUK PENGlSlAN 
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING 

/ Nornor 1 
, q  * Uraian I 

) (1) / Diisi : 

- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantorlsatuan kerja yang 
dibayarkan melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau 

Kepala KPPN untuk kantorlsatuan kerja yang dibayar melalui KPPN 
- - ----- -- 

DIISI Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN I) -- 
Di~si tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening 
-- - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - 1 (4) 1 DIISI nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening. 

-. - - 

Diisi . penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan 
atail pengelciaran) 

Diisi . Bank lndonesialnama bank umumlkantor pos giro dimana akan 
dibuka rekening tersebut. 

Diisi : 

a Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan 
APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau 

b Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara 
Pengeluaran; atau 

c Menanipung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar- 
benar diperlukan untuk kantorlsatuan kerja sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

Nam;t Kcpala Knntor sclaku Penggi~na AnggaranlKuasa Pengguna 
Ang(lar;ill 

. - - - - -- - 



Lampiran 7 

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGAIKANTORISATUAN KERJA 

.................................... 

NIP .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No 

I 

I 

I 
i 

i(aqrcr Sa:~an I Kernenter~an ,f- s i i e ~ e - ~ n ~  
I 

+-  3 - E s l i  Nornor Rekeni-; Nama Rekenlng 
K f r  2 NegaraILembaga I I ; -2 depcsl:o) 

I 

I 
I I 

I 

Rek 
Atas Nama 

I 

i 
I I 
1 

I 

Bar- (antor Pos 

= 

I I 

Jumlah 
Uang 

I 
i 
I 

I 
I 

L 

I 

t 

t 



Lampiran 8 

KOP SURAT 

Nomor 
Silal , 'a 

Lampiran : 
Hal : Permohonan Persetujuan atas 

. Rekening yang sudah dibuka. 

Tanggal.. . .  

Yang terhormat, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) 
d i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2) 

Menunjuk peraturan Menteri Keuangan Nomor :.  . . . . . .  ./PMK.05/2007 
tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLembagalSatuan 
Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri 
Keuangan ini, kami telah n~elakukan pembukuan rekening ... . . . . . . . . . . . . . . .  3) pada 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4) dengan nomor rekening ................. .5) untuk keperluan 
................. 6). 

Sehubungan dengan ha1 tersebut dimohon agar pembukaan rekening 
dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya. 

Demikian d~sarnpa~kan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 
Atas kerjasamnrlya ynnq txlik diucapkan terilna kasih. 

Kepala Kantor, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7) 
NIP.. . . . . . . . . . . . . .  



PETUNJUK PENGlSlAN 
SURAI PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING 

Uraian 
. -- -- - 

Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantorlSatuan kerja yang 
dibayarkan melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau 

. ,Kepala KPPN untuk kantorlsatuan kerja yang dibayar melalui KPPN. 

3iisi . Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN 
-- -- 

3iisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan 
3tau pengeluaran) 

3iisi : Bank Indonesialnama bank umumlkantor pos giro dimana akan 
jibuka rekening tersebut. 

Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan 
Menten Keuangan 

Diis~ 

a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan 
APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau 

b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara 
Pengeluaran; atau 

c Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar- 
benar d~perlukan untuk kantorlsatuan kerja sesuai dengan 
b~darig tugasnya 

- -- - - - - - -- -- .- - - - - -  

Nama Kepala Kantor selaku Pengguna AnggarantKuasa Pengguna 
Anggaran 

-. -- 
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 
Tanggal : (I) Nomor : (2) 

Sifat Pembayaran p-J 
Jeriis Pelnbayaran (4 )  

. *  q 
~ 0 - 

1. Departemenl (5) 7.  Kegiatan : (11) 
Lembaga 8. Kode Kegiatan : (12) 

2. Unit Organisasi : (6) 9. Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program : (1 3) 
3. Satkerl : (7)  10. Kewenangan Pelaksanaan : (14) 
4. Lokasi : (8) 
5. Tempat : (9) 
6. Alamat ( 1 0 )  

~ -. - 

Kepada 
Yth. Pejabat Penerb~l Surat Perrntal? Membayar 

. . . . . . . .  . SatkerISatker Sementara.. . ( I  5). 
di.. . . . . . . .  ..(I 6). .. ... ......... 

1 NIP. NIP. 

Berdasarkan DlPAl (17) Nomor (18) Tangal (19) bersama In1 kam~ ajukan 
permlntaan pembayaran sebaga~ ber~kut 

1 J~~rnlah p e n i b a y a ~ ~ ~ ~ l  y,i~i(j ( I I I ~ ~ I I I ~ ; ~  denganangka (20) 
dengari hurirf (21) 

2 Untuk keperluan 
3 Jen~s belanja 

(22) 

4 Atas nama 
(23) 

5 Alamat 
(24) 

6 Mempunya~ rekening 
(25) 
(26) 
Nomor rekenlng (27) 

7 Nomor dan Tanggal SPKIKor~trak 
8 Nllal SPKIKontrak 

(28) 

9 Dengan Penjelasan 
RP (29) 

NO 

1 
I 

- 

- - - 
I KI-C-SUU KI c, I JAN MAK fJAGU SPPISI'M 

UFRSANCKU 1 AN Sd YANG 
I1 SCMUA KODL KI OlA I AN I )A1 /\M LALU 

- E?'c - (30) . CRY? . ---,.A?&- 
2 3 4 

KEGIATAN SGTLC;IA I AN'~/ZAK-- ---- 

( ) 

-- 

-_-- - 
SPP lNl 

(Rp) - 
5 

(:\!I) 

1 1  

-- -- 

LAMPIRAN Dokurnen Surat Buktt STS (56) lernbar 
P rnd~ rk~~ r i r l  (54) r3c'rkas Pengeluaran (55) Lembar 

- - -- -- -- 

l)tl('l~rn,~ olch I'(>II{JLIJI Sl'l'll'r 111 11) t l  ',I'M Mor~gc?l,lhtrt tangqal sopcrlt dl alas 
SdtkcrlSalker Sctrlc~ildra (0  / )  I 'cjdbal Pcmbuat Kom~tmen (59) Uendahara Pengeluaran 
Pada tanggal (58) SatkerISatker Sementara (60) SatkerlSatker Sernentara (60) 

(40) 

(46) 

--(51)- 

JUMLAH I (38) (39) 
S E M U A K E G I A ~ N  

(43) (44) (45) 

-- 
JUMLAH I I  50) 
UANG PERSED~MN - -- 

__-_--___ 
JUMLA) 1 

Sd SPP IN1 

(Rp) 
6 = 4 + 5  

(30) 

- 
SlSA 
DANA 

7 
( R P l -  

( \ I / )  

(41) 

(47) 

(52) 

(42) 

(48) 

(53) 
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Rencana Penggunaan Dana UPfrUP 

Tahun Anggaran.. .............. 

Unit Organisasi 
Satuan Kerja 
Kode Satuan Kerja 
Alamat 

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 
Pejabat pembuat Komitmen 

No. 

Nama.. ...... 
NIP.. . . . . . . . . . . .  

Kode MAK Uraian Jumlah 
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Departemen 1 Lembaga : Energi dan Sumber Daya Mineral 

Unit Organisasi 8 q 

Satuan Kerja 

Kode Satuan Kerja 

Alamat 

SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP-UP 

Sehubungan derigar~ SPP-UP yang diajukan kepada P2SPM Kantor 

. . . . . . . . . . . . . . . .  sebesar Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (dengan huruf) untuk keperluan biaya 

operasional karitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dengan ini menyatakan bahwa Dana UP tersebut 

tidak akan diperyunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut 

ketentuan yang berlaku har~rs dilakukan dengan pembayaran langsung (LS). 

Demikiari surat pcrsiyataarl irli dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-UP 

Kantor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 
Pejabat pembuat Komitmen 

Nama.. . . . . . .  
NIP . . . . . . . . . . . . .  
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Peraturan Dirjen Perbendaharaan 

Nomor : PER-661PB12005 
Tanggal : 28 Desember 2005 

DAFTAR PERHITUNGAN 
JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) 

INSTANSI PENGGUNA PNBP 

1. Nama kantorlsatker : 

2. Nomor dan tgl. DlPA 

3. Target Pendapatan : 

4 Pc7g11 PcllgcI\1;11 ,111 

5. Perhitungan Maks~~nal  Penca~ran Dana 

a. Jumlah Setoran PNBP 

1) Jumlah setoran s.d SPP yang lalu SSBP Rp 0,OO 

2) Jumlah setoran tambahan pada SPP ini SSBP Rp 0,OO 

3) Jumlah setorall s d. SPP ini SSBP Rp 0,OO 

b. Jumlah dana yang dapat digunakan ( % x 5.a.3) Rp 

c. Realisasi Penca~ran dana sampai dengan SPP yang lalu 

1) SPM-UYHD 20% pagu Rp 

2) SPM-TU (lsl) RP 

3) SPM-GlJ ( l s ~ )  RP 

4) SPM-LS R P 

5) Jumlah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RP 0,oo 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  d. Jumlah Maksimal Pencairan Dana (5b-5c.5) RP 0,OO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e. JumlahSPPini RP 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Nama.. . . . . . .  
NIP.. . . . . . . . . . . .  
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Departemen I Lembaga : Energi dan Sumber Daya Minreral 

Unit Organisasi 

Satuan Kerja . , 4  

Kode Satuan Kerja 

Alamat 
* 

SURATPERNYATAANUNTUKSPPTUP 

SehuSungan dengan SPP-TUP yang diajukan kepada P2SPM Kantor . . . . . . . . . . . . . . . .  
sebesar Rp. . . . . . . . . . . . . .  (dengan huruf) untuk keperluan biaya operasional Kantor 
. . . . . . . . . . . . .  dengan in1 menyatakan sebagai berikut : 

1. Jurnlah tarnballall UI-' tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan 1 (satu) 
bulan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan 
kami akan habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan. 

2. Jumlah tambahan UP tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan 
dengan penibayar-an larigsung (LS). 

3. Apabila tambahari UP tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa 
yang masih ada akan disetorkan ke rekening Kas Negara sebagai penerimaan kembali 
pembayaran UY HDItransito. 

Ilemikian surat pcrrly;lt;~arl lrli dibirat untirk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU 
kantor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................... , ....................... 

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 
Pejabat pembuat Komitmen 

Nama . . . . . . . .  
NIP . . . . . . . . . . . . .  
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MENGETAHUI/MENYI1~O.I1JI 

PEJABAT PEMBUAT KOMl-rMEN 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BENDAHARA PENGELUARAN 

( . . . . . . . . . . . . . . .  ) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIP 

) 
NIP 
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

.................................... Nomor : 
$ 4  

1. Nama Satuan Kerja 

2. Kode Satuan Kerja 

3. Tanggal 1 No. DlPA 

4. Sub Kegiatan 

5. Klasifikasi Belanja 

Yang bertanda-tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ........................ menyatakan 
bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara 
Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut : 

............ Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja.. 
untuk kelengkapan administras~ dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

No 

.. . . . . . . .  ..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kuasa Pengguna Anggaranl 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Pener~ma MAK 

NAMA.. .......... 
NIP.. ...... 

- L 1 -- Jumlah ------ 

Uralan 

R p 

Jumlah 
Bukt~ 

Tanggal Nomor 



Departemen 1 Lembaga : Energi dan Sumber Daya Mineral 
Unit Organisasi 
Kode Kegiatan 

, *  4 

Alamat 

SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP-LS 

Sehubungan dengan SPP Pembayaran Langsung yang diajukan : 

Lampiran 16 

a. Penguji Tagihan dan Penerbit SPM Kantor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b. Tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nomor : ....................................... 

c. Sebesar : Rp. (dengan huruf) 

d. Kepada : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (pihak ketiga) 

e. Alamat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . f .  Berdasalkar~ S ~ ~ r n l  F'crirltali Kerja No. 

tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

dengan ini knmi lnenyatakan bahwa pernbayaran pengadaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kantor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Satuan Kerja 

1. Pelelangan 
2. Pemilihan langsung 
3. Penunjukan langsung 

a. Nilainya diatas Rp 10 juta 1 kurang dari Rp 50 miliar 
b. Keppres No. 42 tahun 2002 
c. Keppres No. 80 tahun 2003 

Demikian s~rr;-~t perriyataan ini clntc~k melengkapi SPP pembayaran langsung 
kantor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 
Pejabat pembuat Komitmen 

................... NAMA. 
NIP.. ................. 
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RINGKASAN KONTRAK 
Unti~k Kegiatnn ynng dalialiya berasal dari Rupiah Murni . t 

1. Nomor dan tanggal DlPA 

2. Kode KegiatanISub KegiatanIMAK 

3. Nomor clan tariggal SPKIKontrak 

4. Nama Kontraktor/Perusahaan 

6. Nilai SF'KIKontrak 

8. Cara Pembayaran 

9. Jangka Waktu Pelaksanaan 

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 

11. Jangka Waktu Pe~neliharaan 

Catatan : 
Apabila terjadi addendum kontrak 
data kontrak agar disesuaikan 
dengan percrbclhat\nya 

Tempat, tanggal . . . . . . . . . .  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 

Pembuat Komitmen 

Nama.. . . . . . . . . . 
NIP.. . . . . . . . . .. .. 
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RINGKASAN KONTRAK 
Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PHLN 

1 Noornoi t l ;~ r t  tarlggnl DIPA 
. *  

2. Kode KegiatanISub KegiatariIMAK 

3. Nomor Loan dan Nomor Register 

4. Kategori 

5. Nomor dan Tanggal Kontrak 

6. Nomor dan Tanggal Addendum 

7. Nama Kontraktor/Perusahaan 

8. Alamat Kontraktor 

9. Prosentase Loar; 

10. Nilai Kontrak 

11. Porsi Pc~l ibayara~l  Loan 

12. Porsi Pembayaran GO1 

13. Uraian dan Volume Pekerjaan 

14. Sistem Pembayaran 

15. Cara Pe~nbayaran 

16. Jangka Waktu Pelaksanaan 

17. Tanggal Periyelesaian Pekerjaan 

18. Jangka Waktu Pemeliharaan 

19. Ketentuan Sanksi 

Catatan : 
Apabila terjadi addendum kontrak 
data kontrak agar disesuaikan 
dengan perubahannya. 

Tempat, tanggal . . . . . . . . . .  
a.n. Kuasa Pengguna Anggara~i 

Pembuat Komitmen 

Nama.. . . . . . . . . . . 
NIP.. . . . . . . . . . . . . . . 
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DAFTAR NOMlNATlF PERJALANAN DINAS 
Nomor : ........................... 

KegiatanlSub KegiatanlMAK : ...................................... 
. Y 

Mengetahui, 
Pejabat Pembuat Komitmen 

- 

No. 

Nama.. . . . . . . . . . . . . .  

NIP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

KPPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pejabat.. . . . . . . . . . .  

Jumlah 

--- - ---- 1 

NAMA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,Tgl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bendahara Pengeluaran 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

------ - -.- 

TUJuAN 
LAMA 

PERJALANAN 
No. 

SPPD 
TANGGAL 

KEBERANGKATAN 
JUMLAH 
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CHECKIJST PENERIMAAN BERKAS SPP 

I. Berkas SPP-UPITUP 
L JSPP 
n s u r a t  dispensasi UPITUP 
O S u r a t  pernyataan UPITUP 

Rincian penggunaan 7'1JP 
m ~ e k e n i n ~  koran terakhir (khusus TUP) 

2. Berkas SPP-LS 
USPP 

KontraklSPK 
m ~ u r a t  pernyataan SPP I S 

4. Berkas SPP Gaii lnduklSusulanl Terusanl 
kekuranqanlUDW/Tewas 

SPP 
n ~ a f t a r  perhitungan gaji induk 
u ~ a m p i r a n  perubahan gaji induk 
O D a f t a r  potongan sewa rumah dinaslhutang 
n ~ a f t a r  perhitungan kekurangan gaji 
a ~ a m ~ i r a n  kekurangan gaji 
(Oaftar perhitungan susulan gaji 
0 SKPP asliltembusan/fotocopy 

~ S K  pindah - I--- I K ~ i ~ l a t i s ~  yo~ ig  t l~selu j~r~ I ':)K ~ a m ~ i r a n  susulan gaji 
U B e r i t a  Acara Pernbayar~m (Daftar perhitungan permintaan UDWlTewas 
U B u k t i  tagihan dan No. rekening ybs. O s u r a t  keterangan meninggal dunia 
n ~ e m b u s a n  SPPD O S u r a t  keterangan ahli waris 
USPTB Blanko visum (Blanko K.P.6) 
n s u r a t  Tugas (SSP (ditandatangani pejabat bewenang) 
n ~ a f t a r  Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas 

O R i n c i a n  Maksimal Pencairan (MP) khusus PNBP 5. Berkas SPP LemburlHonorNakasi 
USSBP,  USUS US PNBP SPP 

 ami in an Bank (jika dipersyaratkan) ~ S P K  lembur 
u ~ a k t u r  pajak 8 SSP (dit;iridi~lanyan~ pcjahat berwenang) n ~ a f t a r  hadir kerja dan lembur 
q ~ e r i t a  Acara Serah Tel illla Barany u ~ a f t a r  perhitungan lembur (ditandatangani peg Ybs ) 

dan Penyelesaian Pekerjaan Daftar pemberian honorlvakasi 
n ~ a k t a  lntegritas USSP yang ditandatangani pejabat yang benvenang 
n ~ a f t a r  No~ni~iatif SPIW OSK tenlang pemberian honor 

3. Berkas SPP-GU NihillSPM-GU isi 
ISPP u - '  ' 

q luitansi yang disetujui P2K 
n ~ e r i t a  Acara Serah Terima Barang dan Penyelesaian Pekerjaan 

SPTB 
U ~ e m b u s a n  SPPD, Surat Tugas dan daftar rincian perjalanan dinas - 
U R i n c i a n  Maksimal Pencaran (MP) khusus PNBP 
U S S B P ,   USUS US PNBP 

Bukti Setoran Pajak (SSP) t l~legal~s~r 
~ S P K  untuk di atas 5 Jul;~ 



Departemen Energi dan Surnber Daya Mineral 
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Lembar ke : 
Kode No. : 
Nomor : 

SURAT PERiNTAH PERJALANAN DlNAS 

") Coret yang tidak perlu 

1 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

7. 

8 

9. 

10. 

Dikeluarkan di : 
Pada tanggal : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIP. 

-- - 
Pejabat be~wcllang yangqrnernl)erl 
perintah 

NamaINIP pegawai yang diperintahkan - 
a. Pangkat dan Golongan ruang gaji 

menurut PP No 6 Tahun 1997 
b. Jabatanllnstansl 

c. Tingkat menurut peraturan 
perjalanan dlnas - 

Maksud perjalanan dtnas 

- 
Alat angkutari yang dlpergunakan 

a. Tempat berangkat 
b. Tempat tujuan 

a. Lamanya perjalanan dlnas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kemballltrba ditempat 

baru *) 

Pengikut Nama 
1 
2 
3 
4. 
5. 

Pembebanan anggaran 
a. Instans1 
b. Mata anggaran 

Keterangan lam-lam : 

a. 

b 

c 

a 
b. 

a. 
b. 
c. 

Tanggal lah~r Keterangan 

a 
b. 
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It. Tiba di .............................................. 
............................................. Pada tanggal : 

Kepala .............................................. 

( ............................................................ 1 
NIP. 

. . . .  - - ...... 

Ill. Tiba di .............................................. 
..... ................................ Pada tanggal : ........ 

Kepala .............................................. 

( ............................................................ ) 
NIP. 

IV. Tiba di  .............................................. 
............................................. Pada tanggal : 

Kepala .............................................. 

I. Berangkat dari 
(tempat kedudukan) 

Pada tanggal - 

( ............................................................ ) 
NIP. 

V. Tiba di .............................................. 
............................................. Pada tanggal : 

Kepala .............................................. 

( ....................... 1 
NIP. 

Berangkat dari : ................................................. 
Ke .................................................. 
Pada tanggal ................................................... 
Kepala .................................................. 

..................................................................... ) 

NIP. 

.............. .................... ......... Berangkat dari : .. .. 
Ke . .................................................. 
Pada tanggal .................................................. 
Kepala ................................................... 

( .................................................................... ) 
NIP. 

..................... ........................ Berangkat dari : .. 
Ke ................................................... 
Pada tanggal .................................................. 
Kepala ................................................... 

( .................................................................... ) 
NIP. 

Borangkat dari : ................................................. 
Ke .................................................. 
Pada tanggal .................................................. 
Kepala .................................................. 

( ............................................................ ( .................................................................... ) 
NIP. ) I NIP. 

VI. Tiba kembali di : Jakarta 
(tempat kedudukan) 
Pada tanggal : 

Pejabat Yang Berwenanyl 
Pejabat lainnya yang ditunjuk 

( ....................... 1 
NIP. 

VII. CATATAN LAIN-LAIN : 

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan 
tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- 
singkatnya. 

Pejabat Yang Berwenangl 
Pejabat lainnya yang ditunjuk 

( ....................... ) 
NIP. 

I 

VIII. PERHATIAN : 
Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengosahkan tanggal 
berangkatltiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apablla Negara menderita 
rugi akibat kesalahan, kelalaian dan koalpaannya. 
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KOP SURAT 

,, q 

DAFTAR PENGELUARAN RllL 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
NIP 
Jabatan 

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ........................... Nomor .................... 
dengan ini kami menyatakan dengan sesc~ngguhnya bahwa : 

1. Biaya transport pegawai danlatau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh 
bukti-bukti pengeiuarannya, meliputi : 

2. Jumlah uang tersebut pada angka I di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan 
perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, 
kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. 

No. 

Demikian pernyataan ini ka~n i  buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Jakarta, 
MengetahuilMenyetujui 
Pejabat Pembuat Komitmen Penunjang Yang melakukan perjalanan dinas, 
Sekretariat Jenderal DESDM 

Ura~an 

,Jumlal, ------ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jumlah 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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CONTOH BUKL' KAS UMUM 

') CORET YANG TlDAK PERL U 
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CONTOH BUKU KAS PEMBANTUIBUKU KASIBUKU BANK *) 

- - 

') CORET YANG TlDAK PERLU 

TANGGAL 

- 

URAIAN NBK DEBET KREDIT SiSA 
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LAPORAN REALlSASl PENYERAPAN DlPA 
TRIWULAN.. . . . . .. 

W 
1. DepartemenILembaga , 

2. Unit Organisasi 
3. Tempat 
4. Alamat 
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LAPORAN RENCANA REALlSASl PENYERAPAN DlPA 
TRIWULAN.. ...... 

2 .  Unit Organisasi 
3. Tempat 
4. Alamat 

NO FUNGSI, SUB FUNGSI 

URUT PROGRAM, KEGIATAN 
SUB KEGIATAN, JENlS 

BELANJA 7 
-- 
I'AGU DAL. 

D I P P .  

( Rl) ) 

7. DlPA 
1 8. Tanggal No. 

9. Kegiatan : sebanyak Jenis 
Tahun Anggaran : 

MengetahuiIMenyetujui: 

Kuasa Pengguna Anggaran 

I 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NIP 

HENCANA PENYE- 

RAPAN TRIWULAN 

YG LALU 

................................. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
NIP. 

RENCANA PENYE- 

RAPAN TRIWULAN 

iNI 

JUMLAH RENCAN 

PENYERAPAN SD 

TRIWULAN IN1 

SlSA DANA 

( R P  ) 
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SUHAT PERNYATAAN BENDAHARAWAN 

Yang bertanda tallyall dl da*wati ini : 

Nama 
Jabatan 

Sehubungan dengan perneriksaan Kas yang dilakukan oleh Atasan Langsung 
BendaharawanlPemeriksa Kas terhadap keuangan satuan kerjatproyek *) yang saya 
kelola, dengan ini menyatakan bahwa saya : 

1. Tidakltelah *) membukukan ke dalam Buku Kas Umum semua penerimaan 
yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus saya 
bukukan. 

2. a. Tidak/te!ah *) melakclkan pengeluaran yang belum disetujui atasan 
langsung dan atau 

b. Tidakltelah *) menyetor ke Kas Negara seluruh penerimaan anggaran 

dalam batas waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan. 

3. Tidakltelah *) menyelenggarakan Buku Kas Umum dan pembukuan pada 
umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Yang membuat pernyataan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIP. 

*) coret yang tidak perlu 
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REGISTER PENUTUPAN KAS 

Tanggal Penutupan Kas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nama Penc~tcrp KasIPcmcyang Kas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tanggal Penutupali Kns yang I;~l~r.l * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jumlah Total Penerimaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  = Rp. . . . . .  
Jumlah Total Pengeluaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  = Rp. . . . . .  

. . . . .  Saldo Buku = Rp. 
Saldo Bank = Rp. . . . . .  
Saldo Kas = Rp. . . . . .  

Terdiri dari : 
I. Uang Kertas : 

. . . . . . . . . . . .  @ RP. 100.000 = 
@ RP. . . . . . . . . . . . .  50.000 = 
@ RP. . . . . . . . . . . . .  20.000 = 

@ RP. 10.000 = . . . . . . . . . . . .  

@ RP. . . . . . . . . . . . .  5.000 = 
@ RP. 1 GOO = . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  @ RP. 500 - 1  

. . . . . . . . . . . .  @ RP. 100 = 

II. J u m l a h  

lembar 
lembar 
lembar 
lembai 
lembar 
le~nbar 
lem bar 
lembar 

keping 
keping 
keping 
keping 
keping 
keping 
keping 
keping 

- - Rp. . . . . . . . . . . . .  
= Rp. . . . . . . . . . . . .  
- - Rp. . . . . . . . . . . . .  
= Rp. . . . . . . . . . . . .  
= Rp. . . . . . . . . . . . .  
= Rp. . . . . . . . . . . . .  
- - Rp. . . . . . . . . . . . .  
= Rp. . . . . . . . . . . . .  

- - Rp. . . . . . . . . . . . .  
- - Rp. . . . . . . . . . . . .  - - Rp. . . . . . . . . . . . .  
- - Rp. . . . . . . . . . . . .  
= Rp. . . . . . . . . . . . .  
- - Rp. . . . . . . . . . . . .  
-. - Rp. . . . . . . . . . . . .  
= Rp. . . . . . . . . . . . . .  

= Rp. . . . . . . . . . . . .  

Ill. Kertas berharga dan bagian Kas 
yang diijinkan Ordo~iasi, SPM - Wesel 
Cek, materai, dsb - - Rp. . . . . . . . . . . . .  

T o t a l  = Rp. . . . . . . . . . . . .  

Denganhuruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Perbedaan = Rp. . . . . . . . . . . . .  

PenjelasanPerbedaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Atasan Langsung Bendaharawanl 
Pemeriksa Kas, 

Bendaharawan 
Pemegang Kas 

. . . . . . .  
NIP. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NIP. 



RISALAH PEMERIKSAAN KAS 

1 Keterangall Icnlariy pei-bedaan Kas 

2 Tempat penyimpanan uang 

3 B a n k c  

4 Catatan tentang mengerjakan Buku 

5 Ternpat penyimpanan kunci kedlia 

6 Catata tentang penutupan Buku Kas 
menurut peraturan yang telah ditentukan 
dan keterangan yang dilukiskan oleh 
Pernegang Kas 

Lampiran 28 

7 Pemeriksaan yang terakhir telah dikerjakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oleh 

8 Pertelaan tentang terdapatnya lain-lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
surat berharga 

9 Catatan lain crntuk mempertimbangkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cara menguasai Kas dan cara mengerjakan 
yang dianggap perlu 

10 Catatan tentang penyetoran penerimaan 
retribusi ke Kas negara 

Deniikian pandangan kami atas pemeriksaan tersebut di atas. 

Mengetahui 
Pemegang Kas 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
NIP. 

. . . . . . . ,  tgl . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pemeriksa 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
NIP. 


